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Buruh Perempuan
Terpinggirk an Hak-haknya

      EKERJA” tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki. Bahkan, kini
            jumlah perempuan bekerja sekaligus sebagai kepala rumah tang-
ga di Indonesia kian meningkat. Hak bekerja telah lama dimenangkan
oleh perempuan di nusantara ini. Namun persoalannya, ketika perempuan
memilih harus bekerja, maka pemenuhan hak asasinya jarang dilindungi.
Dalam hubungan buruh-majikan, mereka kerap terpuruk tanpa daya.
Hubungan tersebut sangatlah rentan kekerasan dan ketidakadilan. Mereka
begitu lemah posisinya, oleh karena secara sosial mereka tampak sebagai
peminta kerja. P adahal mereka tidak mengemis kerja, melainkan dengan
bekerja mereka hendak memuliakan diri mereka dan orang-orang yang
diperjuangkannya (sanak keluarganya).

Dalam kenyataan sehari-hari, perempuan bekerja belum dianggap
bermakna. Kita memandangnya sepele. Di benak kita, perempuan bekerja
baru berarti ketika mereka menduduki posisi penting di pemerintahan,
di perusahaan-perusahaan besar asing maupun nasional. Jutaan buruh
perempuan yang tersebar di seantero nusantara ini yang hidupnya di
lembah kemiskinan; tidak punya posisi penting; tidaklah menarik
perhatian kita, apalagi mau peduli dengan derita mereka.

Sejarah buruh di negeri kita pada hakikatnya adalah sejarah kehidupan
kita sebagai bangsa. Ratusan tahun kita sudah memulai hidup kita menjadi
buruh. Dan itu belum usai hingga kini. Bahkan, semakin parah saja! K e
arah mana kita akan berjalan? Haruskah kita kehilangan hati nurani,
cuek terhadap nasib mereka?

Kalyanamedia nomor ini tergerak untuk menyajikan persoalan buruh
perempuan ke hadapan Anda. Dalam Fokus Utama, kami sajikan aneka
masalah yang masih membalut buruh perempuan utamanya di sektor
informal. K emudian, perjalanan sejarah buruh di Indonesia, kami angkat
di bagian Kronik. Dalam rubrik-rubrik lainnya kami upayakan
menghidangkan tulisan-tulisan yang padu padan dengan tema yang kami
angkat, yakni “buruh perempuan dan hak-hak asasi manusia”.

Kami berharap sajian Kalyanamedia kali ini mampu memuaskan rasa
ingin tahu dan kebutuhan Anda akan informasi yang berbobot dan
bermutu. Semoga!

Jakarta, 24 Desember 2004

Sinta Nuzuliana
Redaktur Pelaksana
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Buruh Perempuan
Nasibmu Sayang

Negara dan pembangunan merupak an dua
institusi penting dalam memahami proses
tr ansformasi struktur al dan kultur al pal-
ing mutakhir di awal abad ke-20. Inter aksi
antar a negara dan pembangunan telah
melahirk an sebuah konsep dan pr aktik
kehidupan baru dalam tata hidup
masyarakat global yang dikenal sebagai
“modernisasi”.

     I INDONESIA - terutama pada masa Orde Baru
     kata “pembangunan” telah menjadi kosa kata
ajaib yang mampu menihilkan berbagai hal. Atas
nama pembangunan, kritik dan oposisi dianggap
ancaman, partisipasi luas masyarakat dianggap
halangan, pertemuan ilmiah, rapat politik dan fo-
rum akademis yang kritis terhadap pembangunan
dianggap sebagai perlawanan (Launa, Pembangunan
dan Kemiskinan: Tinjauan atas Model Pembangunan
Liberal dan Struktural , Jurnal ALNI, September
2003, hal.5).

Pemerintah Orde Baru berpegang pada satu teori:
untuk memaksimalkan produktivitas ekonomi perlu
diupayakan penyempitan ruang sosial dan konflik
sosial. Untuk itu dibutuhkan aparatur negara dengan
desain kelembagaan yang dapat menjamin
terciptanya mekanisme yang mampu meniadakan
konflik ideologis, mengutamakan konsensus dan
ketertiban, serta membatasi secara minimal peran
serta politik masyarakat. Dalam kerangka kebijakan
itu, lahirlah ideologi politik represif untuk
melindungi gagasan developmentalism . Gagasan ini
memperoleh pembenaran akademis, minimal dari
tiga teoritisi sosial liberal. Pertama, adalah proposisi
Symour Lipset. Menurut Lipset, demokratisasi politik
merupakan hasil yang niscaya dari pembangunan
ekonomi, dan karenanya pembangunan ekonomi
harus mendahului kebebasan politik. Sambil
menunggu pembangunan ekonomi, kebebasan politik
untuk sementara dapat dikesampingkan. Kedua,
adalah gagasan Daniel Bell. Ia melukiskan politik
yang berlandaskan “ideologi” tak lagi relevan dalam
era kepolitikan modern. K ompleksitas masyarakat
modern tidak lagi dapat dipecahkan secara efektif

oleh para politisi yang berorientasi ideologis. Untuk
itu, kaum teknokrat (para ahli) harus ditampilkan
sebagai pemain utama dalam format sosial-politik
yang baru. Ketiga, adalah pandangan Samuel Hun-
tington yang menunjukkan bahaya mobilisasi sosial
yang tak terkendali. Sebagai gantinya, Huntington
menganjurkan diciptakannya tertib politik ( politi-
cal order ) bagi masyarakat yang kurang berkembang
(Launa, ibid., hal.5).

Makna Kerja

Istilah buruh ataupun pekerja tidak mungkin
dipisahkan dari makna “kerja” itu sendiri. Apa
makna kerja itu? Definisi bekerja secara umum
adalah usaha mencapai tujuan. Adapun secara
ekonomi, definisi bekerja adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa baik
untuk digunakan sendiri maupun untuk mendapatkan
suatu imbalan. Jadi, ada prinsip pertukaran dalam
hal ini. Namun, bekerja sesungguhnya bukan sekadar
pertukaran ekonomi. Bekerja itu dalam arti yang
sangat mendasar adalah kegiatan yang dilakukan
dengan tujuan untuk mempertahankan hidup
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
lingkungan tertentu dimana melalui kegiatan
tersebut mereka dapat menemukan jati diri
(eksistensi) mereka. Bekerja dengan demikian,
bukan sekadar untuk mengubah lingkungan fisik atau
suatu bahan baku menjadi barang material yang
dikonsumsi sendiri atau oleh orang lain lalu
dipertukarkan dengan imbalan ekonomi - demikian
pula bukan sekadar memberikan jasa untuk menda-
patkan imbalan - melainkan bekerja merupakan
bagian dari kehidupan manusia untuk mendapatkan
harkat kemanusiaannya.

Karl Marx mengatakan bahwa bekerja merupakan
aktivitas yang sangat hakiki bagi manusia. Bekerja
adalah aktivitas yang menjadi sarana bagi manusia
untuk menciptakan eksistensi dirinya. Bekerja pada
dasarnya adalah wadah aktivitas yang memung-
kinkan manusia mengekspresikan segala gagasannya,
kebebasan manusia berkreasi, sarana, menciptakan
produk, dan pembentuk jaringan sosial. Manusia
eksis bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan

D
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untuk orang lain (T imboel Siregar, Pekerja Indo-
nesia di Persimpangan Jalan, Jurnal ALNI, Sep-
tember 2003, hal.78-79).

Perlindungan Hukum dan HAM

Ketika seseorang memilih untuk bekerja, entah
dengan suatu keputusan yang matang ataupun
didorong oleh faktor tertentu dari dalam dirinya
sendiri maupun lingkungannya, maka ia telah masuk
ke dalam hubungan sosial yang baru yang aturan
mainnya sangat longgar dan tidak menentu.
Terbentuk hubungan antara buruh dan majikan atau
buruh dan pemilik uang atau alat-alat produksi.
Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun untuk para
buruh sektor informal tidak sejelas dan sepasti
dalam sektor formal (pabrik). Karena itu, hubungan
buruh dan majikan menjadi rawan dan rentan
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Seorang buruh cuci rumah tangga misalnya, karena
ia bukan buruh dalam sektor yang formal, maka
kepentingannya tidak ditegaskan dalam kebijakan
negara (hukum atau undang-undang). Apabila
pelanggaran menimpa si buruh cuci tersebut, maka
tak ada hukum atau kebijakan negara apapun yang
akan membelanya. Ia akan merasakan penderitaan
itu seorang diri padahal makna ia bekerja tidak
semata-mata untuk kepentingannya sendiri.

Persoalan perburuhan di Indonesia hingga kini belum
menemukan titik penyelesaian yang adil dan
beradab, manusiawi, dengan perspektif kesetaraan
gender dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pemerintah kita mulai tingkat pusat sampai tingkat
rendah tidak memiliki pemahaman yang sama, visi
dan misi kebangsaan yang jelas; praktik diskriminasi

dalam segala bentuknya dan penindasan buruh
perempuan. Buruh perempuan yang mayoritas
jumlahnya saat ini entah di sektor informal maupun
formal, dalam kehidupan perburuhan sehari-hari
masih jauh dari upaya serius memberikan perlin-
dungan atas hak asasinya. Mereka mengalami
kerentanan atas tindak kekerasan yang datang dari
negara, pemerintah, pemilik modal, majikan
ataupun lingkungan sosial mereka yang tidak
mendukung.

Dalam kaitan memaknai kembali Hari Hak Asasi
Manusia yang baru lalu (10 Desember 2004), tim
redaksi Kalyanamedia melakukan wawancara dengan
beberapa buruh perempuan, menggali pandangan
mereka seputar pekerjaan mereka dan harapan-
harapan terdalam mereka terhadap perubahan
kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya Indone-
sia yang belum mendukung kemajuan mereka.

Afnah: Buruh P abrik

Namanya Afnah. Afnah lahir 28 tahun lalu di
Tangerang. Ia anak pertama dari 6 bersaudara, lima
perempuan dan satu laki-laki. K etika berumur 13
tahun atau selepas lulus SD, Afnah tidak melanjutkan
sekolah ke SMP. Ia ingin melanjutkan sekolah, namun
tidak punya biaya. Terpaksa ia menjadi buruh pabrik
di daerah Legok, Tangerang.

Demi meringankan beban keluarganya, ia dinikahkan
dengan lelaki pilihan orangtuanya pada usia 17
tahun. Bila sudah menikah, menurut orangtuanya,
maka tanggungjawab orangtua menjadi tanggung-
jawab suaminya. Kalau mengharapkan gaji di pabrik
tidak cukup. Untuk membeli bedak saja sudah habis.
Setahun setelah menikah, Afnah berhenti bekerja
di pabrik karena harus mengurus anaknya di rumah.
Sekarang anaknya sudah kelas satu SMP di Legok.
Tiga tahun kemudian, Afnah melahirkan lagi anaknya
yang kedua. Oleh karena tak sanggup membiayai
kedua anaknya, akhirnya anak keduanya (laki-laki)
diadopsi tetangga mereka. Untuk meringankan
beban keluarga, Afnah akhirnya bekerja kembali
sebagai buruh cuci di Komplek Gading Serpong.
Lumayan buat tambahan penghasilan membantu
suami mencari uang. Suami Afnah kerjanya sebagai
pengojek.

Buruh perempuan di pabrik garmen
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Sebetulnya Afnah merasa terpaksa bekerja seperti
saat ini. Ia ingin bekerja kantoran seperti orang lain.
Tapi Afnah tahu diri. Sekolahnya hanya lulusan SD.
Kalau tidak bekerja maka mereka tidak bisa makan.
Mengharapkan pendapatan suaminya, jelas tidak
cukup. Pendapatannya hanya cukup untuk
membiayai sekolah anak mereka.

Buruh cuci gajinya kecil. Dalam sebulan ia dibayar
Rp. 150 ribu. Ia bekerja mulai pagi hingga sore hari.
Biasanya mencuci baju, membersihkan rumah dan
menyetrika baju sampai selesai. Setelah itu ia
pulang. Afnah tidak mendapatkan bonus apapun.

Soal hak, hak itu apa ya? Afnah tidak paham. Selain
mendapat gaji, ia juga dapat makan siang dengan
lauk tahu dan tempe. Majikan Afnah pelit sekali.
Afnah paling kesal bila disuruh masak daging babi
atau anjing. Ia jijik, tapi kalau tidak mau, dia
diancam akan dipecat. Afnah bingung.

Perlakuan majikannya? Kadang baik dan sering pula
kasar. Bila ada maunya, mereka baik sekali. Malah
suka menyusul Afnah ke rumahnya. Namun,
terkadang mereka kasarnya minta ampun.

Kalau ada modal, Afnah ingin berdagang saja.
Berjualan kelontongan atau apa saja. Sekarang ia
sering mengkreditkan dagangan orang lain sambil
belajar berjualan. Ya, lumayan. Siapa tahu, suatu
hari nanti, ada yang bersedia memberikan modal
padanya untuk membuka usaha atau ada yang
mengursuskan dirinya menjahit agar mempunyai
keahlian. “Sehingga hidup lebih baik, dan kita tidak
dimaki-maki oleh orang lain," kata Afnah. Mudah-
mudahan!

Diah: Penjaga Toko

Di jalan Terogong Raya, tepat di pinggir jalan,
terdapat dua toko bangunan. Di salah satu toko
tersebut terdapat seorang wanita berusia 30 tahun,
yang biasa dipanggil oleh teman-temannya Diah.
Kerjanya sebagai penjaga toko. Wanita yang belum
lama menikah dan sedang mengandung bayi pertama
ini (usia kandungannya 5 bulan) adalah anak ke-8
dari 9 bersaudara, bersuku Betawi. Suaminya
berprofesi sebagai pedagang pakaian di Tanah Abang.

Wanita tamatan SMEA ini berasal dari keluarga yang
pendapatan ekonominya pas-pasan. Setelah lulus
sekolah,  ia mencari kerja. P ekerjaan pertamanya
sebagai SPG di toko pakaian, tetapi hanya bertahan
selama sebulan. Lalu, ia bekerja sebagai penjaga
toko bangunan di jalan Fatmawati Raya selama 4
tahun. Tahun 2000, ia pindah bekerja di tempat
sekarang.

“Saya bekerja di toko bangunan sebagai penjaga
toko karena pekerjaan itulah yang saya dapat saat
ini. Sebenarnya saya ingin bekerja di tempat lain
yang lebih baik dari sekarang. Saya bekerja di
tempat ini karena lokasi tempat kerja tidak begitu
jauh dari rumah, sehingga bisa ditempuh dengan
berjalan kaki atau kadang-kadang diantar dengan
sepeda motor. Untuk saat ini, saya lebih sering naik
bajaj karena sedang hamil. Saya cepat capek.
Tetapi, bekerja dekat dengan lokasi rumah dapat
menghemat ongkos transport. Saya bekerja di
tempat ini karena suasananya masih bisa santai,
tidak terlalu tegang dan jam kerja yang tetap mulai
jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Sabtu.
Hari Minggu saya libur. Jadi, masih ada waktu untuk
keluarga. Bekerja di sini dari segi pendapatan tidak
begitu besar sekitar Rp. 300 ribu. Dapat dikatakan
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya,
apalagi masih harus membantu orangtua saya,
karena sampai saat ini saya masih tinggal bersama
orang tua. Penghasilan suami pun tidak besar dan
menentu, tergantung pada kondisi pembeli banyak
atau tidak," ujar Diah.

Bekerja di tempat tersebut Diah tidak mendapatkan
hak-hak sebagaimana mestinya. Paling-paling hak
yang Diah terima hanya gaji setiap bulan yang
jumlahnya tidak besar . Kalau sakit ia harus
mengeluarkan biaya sendiri, karena tak ada

Buruh perempuan di pabrik sepatu
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penggantian biaya berobat. Tidak ada tunjangan
kesehatan bagi pekerja. Hal ini agak memberatkan
juga bila sakitnya memerlukan biaya besar .

“Bekerja di sini harus siap kotor karena menjual
pasir, semen, kayu, cat dan lainnya kebutuhan untuk
membangun rumah,” ucap Diah.

Menurut Diah, hal yang menyebalkan ialah jika
bertemu dengan pembeli yang iseng dan usil karena
sebagian besar pembeli yang ke toko tersebut
memang laki-laki. Untuk masalah-masalah yang
serius selama bekerja, menurut Diah, tidak ada. Diah
mengharapkan paling tidak ada penghargaan
terhadap karyawan dari pemilik toko. Justru
pemiliknya tidak peduli dengan keadaan karyawan
yang bekerja rajin. P emilik toko melihatnya biasa
saja, tidak ada perbedaan.

“Saya bekerja di sini berharap nanti akan ada
peningkatan pendapatan sehingga cukup memenuhi
kebutuhan hidup keluarga. Syukur, bila ada yang
menawarkan pekerjaan di tempat lain, yang gajinya
lebih besar dan kerjanya lebih enak. Saya mau
pindah, terutama kalau ada tunjangan-tunjangan
seperti kesehatan dan lainnya," ungkapnya.

Mak Iyam: Buruh Cuci

Mariyam, biasa disapa Mak Iyam, seorang buruh cuci
beranak lima. Sebelum tinggal di kawasan Depok,
Mak Iyam dan keluarga tinggal di daerah Pedurenan,
Jakarta Selatan. Setelah daerah itu digusur pada
tahun 1990, Mak Iyam memilih tinggal di Depok
karena dekat dengan saudara- saudara suaminya.
Dengan uang hasil gusuran tersebut, Mak Iyam
membeli rumah berukuran 10 x 5 meter di Kampung
Pitara RT 03 RW 16 No. 7 Kelurahan Pancoran Mas,
Depok.

Sekarang Mak Iyam tinggal bersama suami dan ketiga
anaknya. Kedua anak perempuannya sudah menikah
dan tinggal tidak jauh dari rumahnya. P erempuan
kelahiran Jakarta, 25 Januari 1959 ini mengaku
alasannya memilih bekerja sebagai buruh cuci
karena kebutuhan keluarga dan biaya sekolah 2 or-
ang anaknya.

Mak Iyam menceritakan bahwa gaji yang ia peroleh
setelah sebulan bekerja hanya cukup untuk
seminggu. Sementara suaminya bekerja sebagai
buruh serabutan, yang tak tentu kerja dan upahnya.

Untung anak ketiganya telah bekerja di sebuah toko
mainan anak-anak di Depok Lama. Jadi, sedikit
dapat membantu ekonomi keluarga.

Setiap jam 06.30 pagi Mak Iyam sudah mengambil
cucian di rumah seorang agen minyak tanah di
Kampung Pitara. Setelah sarapan pagi seadanya, ia
mencuci, menjemur dan menyetrika. Sekitar pukul
14.00 WIB pakaian sudah diantar kembali.

Ia pernah mengalami iritasi kulit di kaki pada 2 hari
pertama. Kemungkinan besar iritasi itu disebabkan
oleh deterjen yang tajam, sehingga kulit di kakinya
memerah dan mengelupas. Saat itu Mak Iyam izin 2
hari tidak bekerja, untunglah sang majikan
pengertian dan memberikan ongkos pengobatan
sebesar Rp. 50 ribu. Seminggu kemudian Mak Iyam
sembuh dan dapat bekerja seperti semula.

Menjadi buruh cuci bukan hal baru baginya.
Sebelumnya, ia pernah bekerja pada keluarga lain
yang tinggal tak jauh dari rumahnya selama 1 tahun.
Kemudian Mak Iyam bekerja pada keluarga lainnya
yang kebetulan masih satu Rukun Tetangga (RT). Mak
Iyam hanya bertahan 1 bulan karena beban cucian
yang sangat banyak. Setiap hari ia harus mencuci
sampai 2 ember besar. Hal itu membuat tangannya
encok, di samping faktor gaji yang tak sesuai. Mak
Iyam memilih untuk mengundurkan diri saja.

Nenek dua cucu, yang hanya lulus SD ini sangat
merisaukan biaya sekolah anaknya. Tahun depan,
anak keempat dan kelima akan lulus SMA dan SMP.
Ke mana ia harus mencari biaya tambahan untuk
biaya ujian anaknya? Untung ia ikut kegiatan arisan
pengajian. Setiap Rabu ia menyetor Rp. 5 ribu.
Walaupun nanti dapatnya tidak banyak, tetapi sangat

Mak Iyam
menceritak an
bahwa gaji
yang ia peroleh
setelah sebulan
bekerja hanya
cukup untuk
seminggu.K

al
ya

na
m

itr
a 
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membantu.

Sekarang, Mak Iyam berharap mampu terus
menyekolahkan anaknya, paling tidak lulus SMA.
Ketika ditanya apa harapannya terhadap
pemerintahan yang baru kini, Mak Iyam hanya ingin
sembako murah, sekolah murah dan tersedia
lapangan pekerjaan tersedia.

Ismawati: Buruh P abrik

Ismawati tinggal di Jakarta dengan mengontrak
rumah petak. Anaknya satu-satunya dititipkan di
kampung dengan alasan ia tidak mampu membayar
pengasuh. Jika ia bekerja, maka di rumah tidak ada
yang menjaga anaknya. Ismawati menceritakan
kegiatan dan pekerjaannya
sehari-hari dimulai jam 6
pagi. Ia dan suaminya yang
bekerja di perusahaan lain,
bersama-sama berangkat ke
lokasi pabrik. Ismawati
bersama beberapa orang
temannya yang berdekatan
tinggalnya, dijemput oleh
bus jemputan pabrik.
Menurut Is, jemputan ter-
sebut sangat kecil, sementara karyawan yang
dijemput banyak sehingga sering kali ia harus
berdiri. P erjalanan dari rumah ke lokasinya bekerja
memakan waktu setengah jam.

Is bekerja di bagian menjahit ( sewing) di sebuah
perusahaan. Ia harus duduk berjam-jam untuk
menjahit dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
Karyawan diberikan waktu istirahat selama 1 jam,
pukul 12.00 hingga 13.00 untuk makan siang dan
sholat.

Menurut Is, perusahaan tempat ia bekerja cukup
memperhatikan hak-hak untuk buruh perempuan.
Mereka mendapatkan hak cuti haid dan cuti
melahirkan selama 3 bulan serta tunjangan
melahirkan sekitar Rp. 400 ribu. Menurut Is,
perusahaan tersebut sangat perhitungan dalam
memberikan upah lembur. Saat lebaran lalu seluruh
karyawan mendapatkan THR 1 bulan gaji, namun
dipotong 5 persen dengan alasan peraturan dari

Menaker. Selain itu, pajak penghasilan dibebankan
kepada tiap karyawan. Jadi, semua gaji karyawan
dipotong sebesar 5 persen. Dalam pandangan Is,
seharusnya pajak penghasilan ini menjadi tanggung
jawab perusahaan.

Gaji Is per bulan sebesar Rp. 600 ribu. Ia juga
mendapatkan tunjangan kesehatan berupa berobat
gratis di rumah sakit yang ditunjuk perusahaan. Jika
harus operasi, maka perusahaan menanggung 50
persen biayanya. Is biasanya pulang sekitar jam
17.30 dan tiba di rumah jam 7 malam. Tak ada yang
dikerjakan di rumah sepulang dari pabrik, karena
untuk makan ia membelinya di warung.

Selain bekerja sebagai buruh, Is bergabung aktif di
Serikat Pekerja yang ada di perusahaan sejak tahun
2000 dan menjadi Humas. Awalnya ia tidak tertarik
dengan kegiatan serikat tersebut karena harus

meninggalkan suaminya
waktu hari l ibur . Dan
baginya, waktu libur
adalah waktu untuk
bersama suami dan
mengerjakan pekerjaan
rumah seperti mencuci
pakaian, memasak dan
membersihkan rumah.
Tetapi setelah mendapat-
kan informasi dari teman-

nya tentang kegiatan Serikat Pekerja, ia tertarik
untuk aktif karena menyadari ternyata banyak
teman buruh lainnya yang ditindas hak-haknya oleh
perusahaan. Selain itu, suaminya sangat mendukung
dan mau berbagi pekerjaan domestik dengannya.

Bagi Is, kegiatannya di Serikat Pekerja sangat
menyenangkan karena wawasannya tentang masalah
buruh, undang-undang serta hak-hak buruh,
bertambah luas. Selain itu, ia mengatakan bahwa
buruh perempuan punya hak yang sama dengan laki-
laki. Tidak ada perbedaan upah dan pekerjaan. Is
sadar, bahwa untuk mendapatkan hak-haknya
sebagai buruh perlu perjuangan bersama teman-
teman di Serikat Pekerja. Saat ini ia bahkan
menunda memiliki anak kedua karena ia ingin aktif
lebih banyak lagi di Serikat P ekerja. Is juga
mengatakan kalau ia yakin bahwa upayanya dan
teman-temannya di Serikat Pekerja dapat membantu
terciptanya perlindungan hak-hak bagi buruh
perempuan. (HG, IH, NE, DM, RH)

Setelah mendapatkan informasi
dari temannya tentang kegiatan
Serikat Pekerja, ia ter tarik untuk
aktif karena menyadari ternyata

banyak teman buruh lainnya
yang ditindas hak-haknya

oleh perusahaan.
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Hak-hak Sosial Ekonomi
Buruh Perempuan:
Realitas Kelabu di Tengah Setumpuk K onvensi
Oleh Dita Indah Sari *)

Belasan atur an dan konvensi telah dibuat
dan dir atifik asi dalam r angka menegakkan
dan melindungi hak-hak pekerja/buruh,
khususnya buruh perempuan. Hak-hak
ekonomi dan sosial buruh merupak an hak
asasi manusia dimana negar a berke-
wajiban untuk menyediak an dan melin-
dunginya.

    EBERAPA HAK mendasar buruh perempuan yang
    mutlak harus dilindungi oleh negara yaitu:

1. Hak ak an upah setar a untuk pekerjaan
yang sama

Hak ini termuat dalam:
- Deklarasi CEDAW, yang telah diratifikasi menjadi
UU No.7/1984
- Konvensi ILO No.100 tentang Kesetaraan Upah,
yang diratifikasi menjadi UU No.80/1957
- UU No.39/1999, pasal 38 tentang HAM
- Pasal 2 Declaration of Human Rights (DUHAM)

Realitas di lapangan:
Hingga kini, secara rata-rata nasional upah buruh
perempuan sedikit lebih tinggi dari dua pertiga upah
yang diterima buruh laki-laki (ILO Jakarta, Strategi
Pengarusutamaan Gender). Peraturan Menteri No.
04/1988 juga menguatkan diskriminasi dengan
membolehkan buruh perempuan untuk tidak
mendapat tunjangan kesehatan apabila suaminya
telah mendapat tunjangan dari perusahaan yang
sama atau dari perusahaan lain.

Kapitalisme telah memanipulasi kesadaran
patriarkis yang dominan di tengah masyarakat dalam
rangka menggapai keuntungan perusahaan yang
lebih tinggi. Upah buruh perempuan yang lebih
rendah ditemukan legitimasinya dari sikap yang

menekankan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah
utama sebagai kepala keluarga (UU Perkawinan
1974). Biaya produksi dapat dihemat dengan
pemotongan gaji buruh perempuan. Lebih parah
lagi, dua sektor yang paling lemah regulasi
perburuhannya, yaitu pertanian dan perdagangan;
yang justru disesaki oleh tenaga kerja perempuan,
sehingga diskriminasi upah di sektor-sektor
semacam ini pun berlangsung secara damai sebagai
tradisi.

2. Hak atas pemer ataan kesempatan

Ini berarti perempuan memiliki kesempatan yang
sama untuk bersaing di segala jenis pekerjaan,
terutama pekerjaan yang sebelumnya tidak terbuka
bagi perempuan. Hak ini didukung oleh:
- Konvensi ILO No.111, yang diratifikasi menjadi UU
No.21/1999
- Konvensi ILO No.156

Realitas di lapangan:
Situasi krisis global adalah ladang subur bagi
diskriminasi dan kemiskinan. Di tengah
ketidakbecusan pemerintah menyediakan lapangan
pekerjaan, perempuan memiliki peluang terbesar
untuk menjadi pengangguran. Semakin tinggi
pendidikan perempuan, semakin besar kontribusinya
terhadap jumlah pengangguran. Delapan belas
persen perempuan lulusan universitas menganggur,
sementara untuk laki-lakinya hanya 8,8 persen.
Sementara 10,8 persen perempuan lulusan Diploma
I, II dan III adalah pengangguran, dibanding dengan
6,9 persen laki-lakinya (Biro Pusat Statistik, 2000).
Ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi
favorit untuk dipilih menduduki posisi-posisi tinggi
dalam perusahaan, dengan pertimbangan bahwa
biaya produksi akan menjadi lebih ringan.

Untuk kerja penuh waktu pun (antara 35-74 jam/
minggu) lebih banyak diterima oleh laki-laki (71,6%),

B
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dibanding perempuan (48%). Anehnya, mayoritas
pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang
panjang (di atas 75 jam/minggu) juga perempuan
(44 %).

Tingginya jumlah perempuan yang bekerja dalam
jam kerja yang panjang membuktikan bahwa
perempuan harus bekerja lembur untuk menutupi/
mengkompensasi upah rendah yang ia terima.
Sementara, sedikitnya jumlah perempuan yang
bekerja penuh waktu adalah akibat keharusannya
untuk mengerjakan kerja rumah tangga pada saat
yang bersamaan. Ini menghambat produktivitas
perempuan di sektor-sektor publik.

Situasi yang diskriminatif namun ambigu ini secara
jernih dan terang menunjukkan bahwa perempuan
berhadapan dengan dua beban ketidakadilan.
Pertama, dalam kepentingan untuk mengekploitasi,
maka peran perempuan dimaksimalkan, bahkan
melewati batas-batas kemanusiaan. Kedua,
diskriminasi kesempatan dan akses akibat praktek-
praktek seksisme yang masih hidup di tengah
masyarakat, menyebabkan perempuan harus
terlibat dalam jenis-jenis kerja yang tingkat regulasi
dan perlindungannya rendah.

3. Hak untuk tidak mendapat perlakuk an
yang diskriminatif di tempat kerja

Tiap orang di tempat kerja harus bebas dari segala
bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan bebas
dari diskriminasi. Juga berhak atas kondisi kerja
yang adil dan aman, serta penghasilan yang layak
bagi diri sendiri dan keluarga (UU No.39/1999,
DUHAM, UU No.7/1984).

Realitas di lapangan:
Pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi dan
kekerasan yang banyak dialami buruh perempuan,
baik di tempat kerja maupun di rumah. Jumlah
kekerasan terhadap perempuan dalam Catatan Awal
Tahun Komnas Perempuan 2004 terus meningkat :
2001 (3.169 kasus), 2002 (5.163 kasus, naik 63%)
dan 2003 (5.934 kasus). Ini yang terdaftar. Ribuan
kasus lainnya belum didata karena tidak
terlaporkan. Dengan data-data di atas, kasus

pelecehan seksual sudah pasti meningkat meski
data yang pasti tak ditemukan.

Tidak seperti di Amerika Serikat dan Australia, di
mana mereka telah memiliki Equal Employment
Opportunity Commission , yang khusus mengurusi
soal-soal kesetaraan dan diskriminasi di tempat
kerja. Di Indonesia hal-hal ini belum tegas diatur .
Oleh karena itu, serikat-serikat buruh di tempat
kerja harus aktif memonitor dan mendorong
anggotanya untuk melaporkan segala bentuk
perlakuan yang melecehkan maupun mendiskri-
minasi para buruh perempuan. Daftar alamat P olres
terdekat dengan RPK-nya juga harus dimiliki oleh
serikat-serikat buruh agar dapat segera melakukan
pertolongan dan penyidikan jika dibutuhkan.

4. Hak-hak yang berk aitan dengan fungsi
reproduksi

Dilindungi oleh beberapa perangkat hukum: pasal
11-16 UU No.7/1984, pasal 49 UU No.39/1999 dan
UU No.13/2003. Hak reproduksi buruh perempuan
ini berupa :
- Hak untuk mendapatkan cuti haid dua hari tetap
dengan tetap menerima upah penuh
- Hak untuk mendapatkan cuti hamil selama tiga
bulan dengan tetap mendapat upah penuh selama
cuti
- Hak untuk tidak dipecat karena kehamilan
- Hak yang sama dalam layanan KB
- Hak untuk mendapatkan waktu menyusui di
tengah-tengah jam kerja
- Hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan
khusus saat hamil dari jenis-jenis pekerjaan yang
berbahaya, dan/atau dampak dari pekerjaan yang
merugikan janin
- Hak yang sama untuk menentukan jumlah anak
secara bebas dan menentukan jarak kelahiran
- Hak untuk memperoleh pengetahuan sehubungan
dengan penggunaan hak-hak reproduksinya
- Hak atas penyediaan tempat penitipan anak di
tempat kerja/dekat tempat kerja
- Hak atas tunjangan kehamilan dan tunjangan
kelahiran
- Hak suami untuk mendapat cuti saat isteri
melahirkan

Realitas di lapangan:
Fleksibilitas tenaga kerja yang digembar-gemborkan
oleh berbagai lembaga internasional (termasuk ILO)
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telah menurunkan kepastian kerja karena
mengurangi jumlah buruh permanen. Sistem kerja
kontrak kemudian menjadi sistem yang mulai
dominan dipakai di berbagai tempat kerja, bahkan
untuk pekerjaan yang sifatnya tetap sekalipun.
Meskipun telah ada aturan yang mengharuskan hak-
hak buruh dalam perjanjian kontrak tidak boleh
kurang dari hak-hak untuk buruh tetap, namun
dalam prakteknya, hal ini tidak akan dilaksanakan.
Mengapa? Karena pengusaha mempekerjakan buruh
kontrak memang dengan maksud untuk mengurangi
beaya produksi. Jika hak-hak buruh kontrak dibuat
sama dengan buruh tetap, buat apa dikontrak?

Maka, salah satu yang banyak dipangkas adalah hak-
hak reproduksi. Persyaratan kerja dalam kontrak
kemudian menjadi diskriminatif terhadap
perempuan. Banyak perusahaan mensyaratkan
perempuan lajang sebagai calon pekerjanya. Buruh
perempuan diharuskan untuk tidak menikah atau
tidak hamil selama terikat kontrak. Jika ini terjadi,
maka kontrak batal dan ia dikeluarkan. Semua ini
membuat beaya produksi menjadi lebih ringan,
karena perusahaan tak perlu mengeluarkan
tambahan biaya untuk membayar upah cuti hamil
dan beaya melahirkan.

Negara dan Kesetaraan

Kesetaraan bukan satu hal yang berdiri sendiri. Ia
mensyaratkan sejumlah kondisi sosial ekonomi
sebagai tanah tempat dirinya tumbuh dan
berkembang. Pengingkaran terhadap kesetaraan
adalah refleksi dari tertanam kuatnya kesadaran
patriarki dan seksisme di tengah rakyat. P erubahan
situasi sosial ekonomi akan membuka peluang besar
bagi pergeseran kesadaran rakyat menuju
pemahaman yang lebih egaliter tentang hubungan
laki-laki-perempuan.

Ini bisa menjelaskan mengapa banyaknya aturan
yang dibuat tidak memberi jaminan secara memadai
terhadap perlindungan hak-hak buruh, khususnya
perempuan. Negara, sebagai pihak yang paling
berkewajiban menyediakan dan melindungi hak-hak
tersebut, justru sering bertindak sebagai pelanggar
HAM. Tindakan-tindakan pemerintah/penguasa yang
berkolaborasi dan membiarkan pelanggaran-
pelanggaran tersebut terjadi di berbagai tempat,
adalah bukti nyata bahwa kekuasaan politik tidak
dalam posisi berpihak kepada kaum perempuan.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan

pemerintah, justru lebih banyak membebek pada
kepentingan lembaga internasional, ketimbang
kepentingan perempuan miskin yang telah
memilihnya.

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan telah
menempatkan perempuan sebagai korban terdepan.
Tingginya tingkat kematian ibu di Indonesia (385
per 100.000 kelahiran) dan buruknya gizi selama
kehamilan, ditambah beban kerja rumah tangga,
membuat perempuan sulit bergerak lebih maju dari
posisinya saat ini. Kualitas pendidikan yang rendah
juga menambah persoalan, karena ini akan
menempatkan jutaan perempuan miskin sebagai
buruh dalam sektor yang tidak memiliki
perlindungan dan regulasi memadai.

Pemerintah seharusnya memprioritaskan alokasi
pendanaan pada perbaikan pelayanan kesehatan
dan pendidikan agar landasan sosial ekonomi bagi
kesetaraan dapat tercipta. Tempat-tempat
penitipan anak yang murah bahkan gratis, harus
disediakan, agar tuntutan kerja domestik
perempuan dapat diatasi. K erja domestik yang
menyita hampir seluruh waktu perempuan harus
diambil alih oleh sektor publik agar perempuan tidak
perlu lagi menjadi buruh paruh waktu dengan gaji
minim dan tanpa perlindungan. Bahkan sarana dan
teknologi yang mempermudah kerja rumah tangga,
seperti mesin cuci harus disediakan dengan harga
yang sangat terjangkau. Ini semua hanya mungkin
terjadi jika beban utang luar negeri dan bunga
obligasi perbankan dapat dihapus atau minimal
dikurangi, sehingga alokasi dana untuk pelayanan
kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan
sektor publik yang berpihak pada kepentingan
perempuan, dapat diterapkan.

Dalam jangka pendek, penguatan fungsi serikat
buruh mutlak diperlukan. Serikat buruh harus
mampu bernegosiasi dan mengawasi berbagai
pelaksanaan hak-hak perempuan di tempat kerja.
Juga mengawasi komitmen pemerintah dalam
menerapkan dan melindungi hak-hak buruh
perempuan.

*) Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia
(FNPBI)
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Feminisme:
Perjuangan Melawan P enindasan yang Seksis
Oleh Bell Hooks

Persoalan pokok dalam wacana feminisme
ialah ketiadaan kesepak atan pandangan
mengenai apa feminisme itu atau meneri-
ma suatu titik-temu tertentu. Tanpa
kesepakatan terhadap rumusan tertentu,
maka sulit untuk membangun teori terten-
tu ataupun mewujudnyatak an pemahaman
dalam tindak an nyata.

    AL ITU memperlihatkan adanya kesenjangan
    kepentingan  di  dalam feminisme itu sendiri
sebagai suatu gerakan politik radikal. Juga menun-
jukkan ungkapan keputusasaan keyakinan bahwa
solidaritas di antara perempuan adalah mungkin.
Menjadi tanda keluguan politik perempuan yang
secara tradisional dicirikan didominasi oleh budaya
laki-laki.

Kebanyakan orang di Amerika Serikat berpikir bahwa
feminisme atau secara umum dikenal dengan istilah
“pembebasan perempuan” adalah gerakan yang
bertujuan membuat kaum perempuan setara dengan
kaum lelaki di masyarakat. R umusan ini dipopu-
lerkan oleh media massa dan lapisan tertentu suatu
gerakan, yang akhirnya menimbulkan persoalan
serius. Ketika laki-laki tertindas supremasi kulit
putih dalam sistem kapitalis dan struktur kelas yang
patriarkis, apa yang dapat dilakukan untuk
melahirkan suatu kesetaraan? Apakah kaum
perempuan berbagi visi mengenai apa kesetaraan
itu?

Secara tersirat dari rumusan tersebut faktor ras dan
kelas - terkait dengan seksisme - menentukan lebih
jauh bagaimana seseorang didiskriminasi, dihisap
dan ditindas. Perempuan borjuis kulit putih yang
tertarik dengan persoalan-persoalan hak asasi
manusia akan terpuaskan oleh rumusan dan alasan
yang sederhana pula. Secara retoris menempatkan
mereka dalam kategori sebagai penindas
perempuan. Mereka tak pernah merasa cemas

dengan persoalan kepentingan ras dan kelas
sosialnya.

Sementara itu, perempuan dari kalangan bawah dan
kelompok miskin, khususnya mereka yang tidak
berkulit putih, tidak merumuskan pembebasan
perempuan sebagai kemenangan kesetaraan
perempuan dengan laki-laki di masyarakat ketika
terus-menerus mereka memahami dalam kehidupan
sehari-hari bahwa tidak seluruh perempuan memiliki
status sosial yang sama. Mereka pun menyaksikan
banyak pula laki-laki kulit putih dalam kelompok
sosial mereka yang tidak mempunyai kekuatan
sosial, ekonomi, politik, yang bisa menjadi
pembebas mereka dari status sosial yang ada.

Tidak semua perempuan pejuang garis depan
gerakan pembebasan perempuan merumuskan
kesetaraan sosial sama makna pengertiannya dengan
kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Cellestine
Ware, aktivis perempuan kulit hitam mengatakan
bahwa feminisme radikal bekerja untuk
penghapusan dominasi dan elitisme dalam seluruh
hubungan manusia. Hal ini memerlukan penentuan
kebaikan yang tertinggi dan menghendaki
penghapusan bentuk masyarakat sebagai kita
ketahui saat ini.

Feminis radikal seperti Charlotte Bunch
mendasarkan analisanya atas istilah yang tidak jelas
tentang politik dominan dan pengertian saling-
hubung berbagai sistem sekalipun difokuskan pada
seksisme. Sebagian perempuan yang aktif dalam
gerakan pembebasan perempuan lebih nyaman
dengan istilah feminisme sebagai upaya pembaruan
yang membantu perempuan mencapai kesetaraan
sosial dengan laki-laki di dalam kelas sosial mereka,
daripada feminisme sebagai gerakan radikal yang
menghapuskan dominasi dan merombak tatanan
masyarakat.

Sekarang terbukti bahwa perempuan yang aktif
dalam gerakan feminisme tertarik dengan upaya

H
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pembaruan itu sendiri; bukan sebagai tahapan
menuju perubahan revolusioner. Dampak positif
pembaruan liberal atas kehidupan perempuan
jangan diartikan bahwa terjadi penghapusan
terhadap sistem dominasi begitu saja. K esenjangan
yang muncul dari keyakinan kaum feminis liberal
ialah bahwa perempuan dapat mencapai kesetaraan
dengan laki-laki di dalam kelas sosial mereka tanpa
menantang dan mengubah basis budaya kelompok
yang tertindas. Hal itu meniadakan kenyataan
dengan meyakini bahwa potensi radikalisme
feminisme liberal akan dapat diwujudkan.

Dimensi radikal dari protes sosial kaum perempuan
liberal terus-menerus menjadi pendukung sistem
ideologi yang menyediakan dorongan kritis dan
analit is untuk menangani l iberalisme guna
menjamin peluang kesetaraan perempuan yang
makin besar di dalam keunggulan kapitalis kulit
putih dan negara yang patriarkhal. Sejumlah
kegiatan hak perempuan liberal dalam esensinya
justru menghancurkan perjuangan feminisme.
Esensinya berkaitan dengan konsep manusianya.

Meskipun perspektif liberal terdapat dalam
feminisme termasuk upaya pembaruan yang
mungkin saja memiliki implikasi radikal bagi
masyarakat, namun masyarakat mungkin lebih
responsif terhadap kebutuhan kalangan feminis
tersebut, karena mereka menentukan tahapan
dalam perubahan revolusioner yang diterapkan.
Sistem kapitalisme secara unik mampu
menyelewengkan tiap perubahan, menggunakan visi
kita untuk melawan kita. Sebagai kegiatan tertentu,
pembaruan feminis liberal dengan sederhana
meneguhkan keberadaan kaum kapitalis dan nilai
materialis tanpa serius membebaskan perempuan
secara ekonomis.

Sebagian perempuan bimbang mengadvokasi
feminisme karena ketidakpastian makna istilah
tersebut. K elompok perempuan yang berasal dari
kelompok etnik tertindas dan terhisap melenyapkan
istilah tersebut karena tak ingin dipahami sebagai
pendukung gerakan rasis, karena feminisme sering
disamakan dengan usaha perempuan kulit putih.
Banyak pula perempuan melihat feminisme sama
maknanya dengan lesbianisme. Sebagian perempuan
takut dengan kata “feminisme” karena diidentikkan
dengan perlawanan politik tertentu, khususnya
sebagai gerakan radikal. Tentu saja ada perempuan

yang menolak disamakan dengan gerakan hak-hak
perempuan dalam berbagai bentuk sehingga mereka
menolak feminisme.

Masa kini feminisme tampak sebagai istilah tanpa
makna yang jelas. Tiap pendekatan yang dapat
dilakukan untuk merumuskan kata tersebut secara
praktis tak bermakna. Tiap usaha untuk merumuskan
feminisme mencerminkan watak kelas gerakan
tersebut. Istilah ini biasanya memiliki akar
liberalisme dan berpusat pada hak-hak perempuan
perorangan untuk merdeka dan menentukan dirinya
sendiri. Kemerdekaan memutuskan nasibnya sendiri;
bebas dari peran kewajiban seksual; bebas dari
pembatasan masyarakat yang menindas; bebas
untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya dan dalam
tindakannya. Feminisme memerlukan penerimaan
hak-hak perempuan sesuai dengan kesadaran dan
keputusan perempuan.

Sejumlah feminis radikal saat ini mengetahui bahwa
tak seorang feminis pun memusatkan perhatian
terhadap perempuan sebagai makhluk otonom yang
penuh kebebasan pribadi. Feminisme merupakan
perjuangan menghancurkan penindasan yang seksis.
Dengan demikian, penting memperjuangkan
penghapusan dominasi ideologis yang merembesi
budaya Barat pada berbagai tingkatan dan sebagai
komitmen me-reorganisir masyarakat.

Dengan begitu seringnya slogan “personal adalah
politis” menjadi sarana untuk meneguhkan
perempuan dalam berpikir bahwa pengalaman
terdiskriminasi, penghisapan atau penindasan
secara langsung berkaitan dengan aparat ideologi
dan institusi yang membentuk status sosial
seseorang.  Konsekuensinya sejumlah perempuan
yang tak sepenuhnya menguji situasi mereka takkan
pernah mengembangkan pemahaman yang canggih
mengenai kenyataan polit ik dan hubungan
perempuan sebagai kelompok kolektif. Mereka
terdorong menaruh perhatian terhadap suara
pengalaman yang pribadi sifatnya. Feminisme dalam
rumusan politiknya menekankan makna pengalaman
kolektif dan individual perempuan. K etika
feminisme dijabarkan dengan cara memperhatikan
keanekaragaman realitas sosial dan politik
perempuan, hal itu memusatkan pengalaman
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seluruh perempuan. Manakala kita hanya
memusatkan perhatian terhadap titik-tolak
sederhana bahwa “laki-laki adalah musuh” maka
kita gagal menguji sistem dominasi dan peran
penanganan kita.

Fondasi perjuangan feminis masa depan harus
diletakkan secara solid atas pemahaman kebutuhan
untuk menghapuskan dasar-dasar budaya dan sebab-
sebab seksisme dan berbagai bentuk penindasan
kelompok. Tanpa menantang dan mengubah struktur
filosofi maka tak ada upaya pembaruan yang akan
memberikan dampak jangka panjang. Karena itu,

saat ini menjadi penting untuk melakukan advokasi
feminisme agar dipahami secara kolektif bahwa
perjuangan kita tidak dirumuskan sebagai gerakan
untuk mencapai kesetaraan perempuan dengan laki-
laki di masyarakat; sebagaimana ditunjukkan oleh
kalangan “feminis liberal” dan “feminis borjuis”
yang melahirkan pertentangan yang harus
diselesaikan sehingga feminisme takkan terus-
menerus diselewengkan guna melayani kepentingan
opurtunistik kelompok-kelompok kepentingan
tertentu. (HG)

Sumber:
Anne Philips (ed.), Feminism and Equality , Basil Blackwell Ltd.,
1987.

DALAM MELAKUKAN perencanaan keuangan, ada
5 tahapan yang harus dilakukan:

    Menentuk an situasi keuangan kita saat ini.
    Hitung berapa besar kekayaan yang meliputi
aset apa saja yang dimiliki baik aset riil maupun
finansial, dan hitung juga berapa utang serta
pendapatan yang dimiliki saat ini.

     Menentuk an atau mengembangk an tujuan
     keuangan kita.
Keluarga bisa membuat tujuan keuangan dalam
tiga kelompok besar yaitu keuangan dalam jangka
pendek (3 tahun), jangka menengah (3-10
tahun), jangka panjang (lebih dari 10 tahun).

     Mengidentifik asikan dan mengevaluasi
     alternatif tindak an yang bisa dilakuk an.
Tindakan yang dimaksud dalam tahapan ini yaitu
alternatif besaran pengeluaran yang akan
dilakukan. Misal: menabung, mengikuti asuransi,
membayar pajak dan lain-lain.

Perencanaan
Keuangan K eluarga

     Menciptak an dan melaksanak an rencana
     keuangan yang sudah dibuat.
Alternatif yang dipilih tersebut dilaksanakan
secara konsisten agar tercapai rencana keuangan
yang diinginkan.

     Mengevaluasi dan memperbaiki rencana
     keuangan yang telah dilaksanak an.
Evaluasi ini sangat penting supaya keluarga dapat
melihat apakah rencana yang dilakukan akan
mencapai tujuan yang diinginkan.

(NE)

Sumber: Kompas, 11 Juli 2004.
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Cita-cita L asmi
Menyekolahk an Anak Hingga Diploma
  A BERNAMA Sulasmi. Biasa dipanggil Mbak
   Lasmi.  Perempuan Betawi ini lahir pada 5 April
1959 di Jakarta. Ia sulung dari empat bersaudara,
buah perkawinan Samin dengan Romi. Bersama
ketiga adiknya, sejak kecil ia hidup dalam keadaan
ekonomi keluarga yang sulit. Ayahnya bekerja
sebagai montir mesin tik. K etika usianya 10 tahun
dan adiknya yang terkecil 3 tahun, ayah mereka
meninggal dunia. Ayahnya sudah lama mengidap
penyakit asma, namun karena tidak punya biaya
untuk berobat ke dokter , ayahnya hanya membeli
obat-obatan di warung. Bahkan sebelum meninggal
dunia, mereka tidak sempat membawa ayahnya ke
rumah sakit.

Dua adiknya yang terkecil kemudian juga meninggal
dunia, berturut-turut dalam tahun yang sama.
Seorang meninggal karena campak, sedang adik
bungsunya meninggal karena luka dalam yang tidak
diobati karena ketiadaan biaya. Karena peristiwa
ini, Lasmi ingat ketika saat itu penduduk kampung
membantu menerangi rumah mereka dengan lampu-
lampu untuk menghindarkan keluarga mereka dari
musibah yang mungkin datang berikutnya. Waktu
itu rumah mereka belum mendapat aliran listrik.

Untuk meringankan beban keluarga,
Lasmi kecil kemudian dititipkan
ibunya untuk tinggal bersama
pamannya. Setahun di rumah
pamannya, sekolahnya dibiayai dan
ia harus membantu pekerjaan di
rumah. Karena tidak betah dan
sering tidak akur dengan sepupu-
nya, sewaktu liburan kenaikan
kelas ia memutuskan untuk
kembali ke rumah ibunya dan
berhenti sekolah saja. Ketika
itu ia sudah selesai kelas 3
Sekolah Dasar.

Lasmi memutuskan
untuk membantu
ibunya. Saat itu
ibunya bekerja
sebagai pem-

I bantu rumah tangga di rumah seorang dokter gigi
di daerah Matraman. Lasmi kemudian bekerja di
klinik tempat praktek dokter gigi itu. Belakangan
adik laki-lakinya juga berdagang asongan. Dengan
pekerjaan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan adik
Lasmi hingga kelas 6 Sekolah Dasar.

Lasmi kecil tidak pernah memiliki cita-cita untuk
masa depannya. Ia tidak pernah terpikir untuk
menjadi presiden, dokter , atau profesi-profesi
lainnya, karena ia mengerti bagaimana keadaan
ekonomi mereka yang tidak akan pernah
memungkinkan untuk itu. Saat itu, ia hanya berpikir
bahwa ia harus mengikuti orang tua, tidak ingin
diomeli orang lain selain keluarganya, dan ia ingin
membantu orang tua mencari uang.

Saat ia berusia 16 tahun, ibunya menjodohkannya
dengan Abdul Hasan. Pria ini dikenal ibunya karena
ia adalah langganan warung nasi milik neneknya. Ia
mengaku sebagai bandar sayuran yang memasok
bahan dagangan ke pasar. Ibu dan neneknya
berharap dengan menikahnya Lasmi, kehidupan
ekonomi mereka dapat terbantu.

Lasmi dikenalkan dengan calon suaminya 3
bulan sebelum menikah. Mereka hanya

sesekali bertemu, karena saat itu Lasmi
masih bekerja. Selisih usia mereka sangat

jauh. Pada awalnya Lasmi menangis dan
tertekan. Ia marah dan menolak untuk

dinikahkan. Tapi karena tidak dapat
berbuat apa-apa, akhirnya ia pasrah.

Belakangan ia mengetahui bahwa
suaminya hanya pedagang sa-

yuran, dan kehidupan ekono-
minya pun pas-pasan.

Tiga bulan pertama perka-
winannya, Lasmi tidak

mempedulikan suaminya.
Namun kemudian akhir-

nya ia merasa kasihan
juga dan mulai berba-

ikan dengan suami-
nya. Dari pernikahanK

al
ya

na
m

itr
a/

D
N



16 Kalyanamedia |  Edisi I |  No. 4 Desember 2004

SOSOK

ini, mereka dikaruniai 3 orang anak; semuanya
laki-laki.

Setelah menikah, Lasmi berhenti bekerja. Kala itu
ia pernah mengikuti kursus menjahit gratis yang
diadakan kelurahan. Sebetulnya tidak benar-benar
gratis, karena peserta kursus masing-masing harus
membeli kain bahan untuk praktek. Lasmi tidak
memiliki cukup uang untuk disisihkan bagi keperluan
tambahan semacam itu, ia pun berhenti dari kursus.

Tahun 1991, bibi Lasmi mengalami kecelakaan yang
mengakibatkan kakinya patah dan tidak dapat
bekerja lagi. Lasmi memperoleh pekerjaan,
menggantikan bibinya sebagai juru masak di sebuah
LSM perempuan. Gaji pertamanya kala itu Rp. 80
ribu.

Beberapa waktu kemudian suami Lasmi terkena
sakit liver  dan tidak dapat bekerja lagi. Lasmi pun
terpaksa menopang ekonomi keluarganya sendirian.
Selain itu, mereka juga menanggung biaya hidup
ibu dan bibinya yang tinggal bersama dengan
mereka. Bibinya ini ditinggalkan suaminya yang
menikahi perempuan lain. Bibi yang dulu
memberikannya pekerjaan ini sebenarnya sudah
memiliki 2 orang anak yang sudah menikah, tapi ia
lebih betah tinggal bersama Lasmi.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, Lasmi masih
mampu membiayai ketiga anaknya bersekolah
sampai ke tingkat SLTA. Samsudin, anaknya yang
tertua, bersekolah hingga tamat STM dan kemudian
bekerja sebagai pelayan di toko sepatu. Setelah
kontraknya habis, Samsudin sempat menganggur dan
sekarang sudah bekerja lagi sebagai petugas
cleaning service. Samsudin telah berumah tangga
dan sudah mengontrak rumah sendiri. Anak kedua
Mbak Lasmi, Firman, dahulu tamat SMIP dan
sekarang bekerja di sebuah kafe. Sedang anak
ketiganya, Kiki, masih bersekolah di STM. Suami
Lasmi meninggal tahun 2001 lalu, sedang ibunya
meninggal tahun 2003.

Saat ini Lasmi masih tinggal di rumah kontrakan di
daerah Menteng - entah sampai kapan. Ia sudah
mengontrak di sana sejak sekitar 18 tahun yang lalu.
Waktu itu harga kontrakan hanya Rp. 25 ribu

setahun. Sekarang ia harus merogoh biaya Rp.
750 ribu per tahunnya untuk meneruskan
kontrakan di tempat yang sama.

Lasmi mengaku cukup senang bekerja di tempatnya
bekerja sekarang, karena teman-teman di sana
cukup baik dan pengertian. Ia pun mendapat
penghasilan yang lumayan dan hak-haknya sebagai
pekerja terpenuhi. Tentang hak-hak pekerja
perempuan, Lasmi sudah mengetahuinya dari
tempat ia bekerja sekarang. Lasmi tidak berniat
untuk mencari kerja di tempat lain, karena di
tempat lain belum tentu ia mendapat perlakuan
yang sama.

Pada hari Sabtu dan Minggu, karena tempat ia
bekerja libur , Lasmi mencari penghasilan tambahan.
Setiap Sabtu ia membantu memasak dan
membersihkan rumah seorang kenalannya. Untuk
ini ia mendapatkan Rp. 50 ribu setiap kali
membantu. Kadang-kadang ia juga dipanggil untuk
mencuci baju atau memasak untuk pesta.

Penghasilan tetap Lasmi Rp. 970 ribu. Anaknya yang
sudah bekerja kadang juga memberikan sebagian
penghasilannya. Seperlima penghasilan Lasmi dalam
1 bulan digunakan untuk membayar SPP anaknya
yang masih bersekolah. Ia juga harus mengeluarkan
biaya Rp. 150 ribu per bulan untuk biaya transport
dan jajan anaknya di sekolah. Uang Rp. 150 ribu
habis untuk ongkos perjalanan Lasmi pergi dan
pulang bekerja. Dipotong dengan biaya listrik,
belanja dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya,
semua pendapatannya habis untuk 1 bulan.

Mbak Lasmi tidak memiliki tabungan. Ia hanya
mengikuti arisan di lingkungan rumahnya Rp. 50 ribu
per bulan. Jika mendapat arisan, uangnya pun habis
untuk macam-macam biaya: untuk biaya sekolah
anak, membayar kontrakan rumah atau keperluan-
keperluan lain.

Seandainya ia sudah tidak bekerja lagi, ia ingin
membuka usaha sendiri: catering  atau membuka
warung nasi. Ia akan menggunakan pesangonnya,
mungkin seluruh pesangon yang ia terima, sebagai
modal usaha nanti. Keterampilannya yang bisa
diandalkan mungkin hanya itu - keterampilan yang
didapatnya dari pengalaman bertahun-tahun,
bahkan turun-temurun.

>> k e halaman 18
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Perempuan P engemban
Kehidupan di W ilayah Konflik
Konflik di mana pun dan k apan pun selalu
menyisak an luk a dan derita (fisik dan
batin). Belum lagi tak terhitung kerugian
harta benda. Yang parah, muncul tr auma
psikis masyar akat yang mungkin tak
pernah berniat untuk terlibat di dalam
konflik terk ait.

     ANG  TERJADI di Indonesia tidak jauh berbeda
     dengan apa yang dialami oleh negara-negara,
seperti Rwanda, Filipina, dan Bosnia. Korban yang
jatuh selalu penduduk sipil. Yang paling menderita
adalah perempuan dan anak-anak. Apa pun jenis
dan karakternya, konflik dengan menggunakan
kekerasan dan senjata selalu membawa bencana
penderitaan bagi mereka yang tidak terlibat.
Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang
paling berat memikul beban akibat perang.

Berlatarbelakang persoalan tersebut, Kalyanamitra
pada 4 Oktober 2004 bertempat di Bina Desa
menggelar lokakarya dengan tema “Perempuan di
Wilayah Konflik” dengan melibatkan beberapa ornop
(KPKP-ST Palu, Tapak Ambon, Organisasi Aceh,
Organisasi Mahasiswa Papua, Kapal Perempuan,
Yappika, Sekar, Yayasan Pulih, Yayasan Jurnal
Perempuan dan beberapa ornop lain) yang
dipandang dapat mewakili tiap daerah konflik
(Aceh, Poso, Ambon dan Papua). Selama ini ornop

tersebut memang mempunyai konsen terhadap
permasalahan di wilayah konflik.

Kegiatan lokakarya ini sendiri bertujuan memahami
kondisi perempuan di wilayah konflik dari perspektif
sosiologis dan hak asasi perempuan. Selain itu,
mengidentifikasi persoalan, posisi dan peran
perempuan di wilayah konflik. Akhirnya,  merumus-
kan agenda membangun advokasi bersama untuk
perempuan di wilayah konflik.

Lokakarya ini diisi oleh beberapa narasumber yang
masing-masing menyajikan materi mengenai
permasalahan di wilayah konflik. Thamrin Amal
Tamagola  (Sosiolog Universitas Indonesia) mengupas
tuntas soal perempuan di wilayah konflik ditinjau
dari perspektif sosiologis. Dewi Nova Wahyuni
(Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan)
membahasnya dari perspektif hak asasi perempuan.
Hal yang tak kalah menariknya ialah soal peran
pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan
dan rehabilitasi perempuan di wilayah konflik. Hal
ini dibahas Mudjiati dari K ementerian Pemberdayaan
Perempuan.

Perempuan sebagai pengemban kehidupan di
wilayah konflik jelas fakta yang tak dapat dipungkiri.
Di wilayah konflik peran itu tegas tampak. Beban
ganda yang disandang perempuan pun kian berat.
Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang
vertikal-dominatif   berubah menjadi setara.

Bahkan, perempuan berada pada posisi di
atas laki-laki, karena situasi konflik.
Perempuan yang selalu berfungsi
reproduktif bisa melakukan fungsi
produktif dan perempuan di wilayah
konflik menjadi korban kekerasan karena
ia perempuan (gender violence).

Mengapa kondisi perempuan rentan
terhadap kekerasan di wilayah konflik?
Alasannya, karena posisi perempuan yang
subordinatif. P erempuan sebagai identitas
kelompok dapat menjadi objek seksual
atau tameng. Selain itu, perempuan
dijadikan sasaran antara untuk mele-
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Pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi
perempuan korban kekerasan baik itu di wilayah
konflik maupun non-konflik  berlandaskan atas
kebijakan, seperti UU No.7/1984 tentang Ratifikasi
Konvensi CEDAW, Beijing Platform  dan RAN PKTP.
Di samping itu, pemerintah telah membuat
kesepakatan dengan 3 menteri (Mensos, Meneg PP
dan Menkes) dan Polri tentang penanganan korban
kekerasan, membuat crisis center  (trauma center )
serta memberi bantuan kemanusiaan kepada
korban. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sendiri
belum maksimal. Dalam arti, belum menyentuh
semua korban yang ada. Hanya beberapa korban
yang mampu mengakses bantuan pemerintah ini.
Beberapa alasan yang dirasakan sangat kurang
mendasar yang dikemukakan oleh pemerintah
menanggapi hal itu adalah kurangnya dana,
koordinasi lemah dan komunikasi antar instansi
terkait tidak jalan.

Bagaimana dengan hak korban sebagai warga negara
untuk mendapatkan perlindungan dari negara?
Inikah suatu bentuk keadilan? Di pihak lain, proses
hukum beberapa kasus yang dialami perempuan di
wilayah konflik seperti perkosaan, pelecehan

seksual, dan kekerasan lainnya, hingga kini belum
memberikan kepastian hukum. Advokasi perempuan
di wilayah konflik menjadi penting untuk dilakukan
demi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial,
pendidikan, hukum dan budaya menjadi titik-awal
langkah selanjutnya dalam melakukan advokasi
perempuan di wilayah konflik.

Konflik memang diperlukan dalam dinamika
masyarakat. Apabila dikelola secara kelembagaan
dan tepat, maka akan menjadi motor gerak
perubahan masyarakat. Yang harus dihindarkan ialah
konflik yang disertai dengan kekerasan. Lokakarya
tersebut menggarisbawahi empat hal dalam
memetakan, mengidentifikasi dan memahami
masalah, posisi dan peran perempuan di wilayah
konflik untuk langkah advokasi selanjutnya (di Aceh,
Poso, Ambon dan Papua), yaitu situasi di wilayah
konflik (konflik atau pasca konflik), perempuan
sebagai korban, perubahan status dan peran serta
perlindungan bagi perempuan. Tanpa memahami
keempat hal ini akan sulit dilakukan advokasi secara
optimal di wilayah konflik. (LL, LS)

Cita-Cita Lasmi
>> dari halaman 16

Lasmi berharap anak-anaknya dapat hidup lebih
beruntung darinya. Untuk anak-anaknya yang belum
menikah, ia berharap mereka tidak buru-buru
menikah saat masih muda. Ia ingin mereka lebih
matang dan dewasa dalam berpikir, sehingga saat
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menikah mereka dapat mengurus rumah tangga
dengan baik. Lasmi juga berharap ia dapat
menyekolahkan anaknya yang bungsu sampai di
bangku perkuliahan. Walau mungkin ia hanya dapat
membiayai sampai jenjang diploma. Ia berharap
anaknya kelak dapat memperoleh pekerjaan yang
dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. (RF)

mahkan pihak lawan atau memancing
lawan agar menyerah. Perempuan juga
rawan menjadi korban perkosaan militer .
Namun, perempuan juga mampu
berperan sebagai pencipta perdamaian
(peacemaker).

Masalah kekerasan terhadap perempuan
dalam situasi konflik dalam kovensi
masyarakat internasional (Statuta Roma
dan Perjanjian Jenewa) diakui sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan.
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Oleh Carmen Delgado

Kekerasan dalam rumah tangga (domestik)
di  Andalusia (bagian utar a Spanyol)
ternyata menghabisk an dana 2,356 juta
euro per tahunnya. Ini menjadi kesimpulan
suatu kajian rintisan yang dilakuk an oleh
Institut P erempuan Andalusia, dengan
topik “Biaya Ekonomi dan Sosial Keker asan
Domestik di Andalusia”.

    IDAK SEPERTI kajian lainnya yang lazim menca-
    ri  jumlah  pasti  berapa  besar anggaran yang
dibelanjakan untuk publik dalam pencegahan,
penegakan dan pemulihan perempuan korban
kekerasan, kajian ini justru berusaha menjelaskan
bahwa kekerasan domestik adalah masalah serius
yang berpengaruh terhadap kesehatan korban,
pekerjaan, pendidikan, hukum, sosial dan
psikologis. ”Ini pertama kali bahwa biaya sosial dan
ekonomi gejala tersebut dihitung di Spanyol. Kajian
internasional yang mengevaluasi persoalan tersebut
di negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada,
Australia, Belanda relatif baru, yaitu dimulai tahun
1990an. Baru belakangan ini kalangan ekonom
melakukan kajian ini, yang biasanya difokuskan pada
aspek medis dan sosiologis... oleh karena hal ini
sangat rumit, sehingga sulit untuk diangkakan,” kata
Isabel Martinez, ekonom sekaligus direktur teknis
proyek kajian ini.

Biaya Ekonomis Kekerasan
Domestik di Spanyol

yakni: secara horisontal menyebar di kalangan
sanak keluarga, pegawai, masyarakat umum; dan
secara vertikal  terjadi setiap waktu. Contohnya,
penyakit fisik dan psikologis akibat kekerasan itu
membutuhkan pengobatan yang relatif lama dan
biaya besar” kata Isabel Martinez. Kajian ini telah
menghitung hancurnya kehidupan korban dengan
ukuran material. Juga diperhatikan berbagai aspek
kehidupan perempuan, seperti kesehatan fisik dan
mental, situasi hukum, status pekerjaan, status
sosial, jumlah anak dan sumberdaya. Pendekatan
kajian ini melampaui kajian-kajian sebelumnya yang
hanya menekankan anggaran guna menata
kehidupan dalam berbagai aspek. Kajian ini sungguh
membantu mereka yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga “untuk memiliki pandangan
menyeluruh dan lebih luas bagaimana masalah
tersebut mempengaruhi mereka melalui siklus
kehidupannya,” ungkap Martinez. Tim kajian
berhasil mewawancarai 300 perempuan korban
kekerasan (secara fisik) oleh mantan suami atau
pasangan hidupnya.

Kajian ini pun membedakan antara biaya langsung
dan tidak langsung. Biaya langsung dirumuskan
sebagai nilai barang dan jasa yang dikonsumsi
korban sebagai akibat kekerasan. Hal itu gampang
diukur daripada biaya tak langsung, karena harus
menghitung pengeluaran sosial, seperti layanan
kesehatan fisik dan mental yang disediakan untuk

perempuan korban dan anak-
anaknya. Untuk itu ditambah-
kan juga pengeluaran untuk
layanan hukum dan publik yang
terkait dengan pihak ketiga,
seperti ornop (memberikan
dukungan sumberdaya dan
relawan). Biaya itu mencapai
35 persen dari total, atau 843
juta euro. Sekitar 1 persen dari
total P endapatan Kotor
Nasional (GDP) Andalusia.
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Tim peneliti yang berasal
dari berbagai latar belakang
ilmu pengetahuan ini ber-
hasil menunjukkan bahwa
biaya akibat kekerasan
terhadap perempuan di
dalam rumah tangga berpe-
ngaruh langsung di tingkat
keluarga, publik dan masya-
rakat secara umum. “Kajian
memperlihatkan adanya
dampak kuat gejala itu,
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Biaya Tersembunyi

Bagian terbesar biaya ekonomi adalah hilangnya
barang dan jasa layanan milik si korban yang tak
lain ialah keberadaannya sebagai makhluk hidup.
Ketika kita bicara mengenai biaya tak langsung,
jelas di dalamnya termasuk aspek terbaru dan
terpenting, yaitu nilai sesuatu yang nyata namun
tersembunyi, misalnya biaya sakit dan penderitaan
pribadi. Hasil-hasil yang mengejutkan ditemukan
dalam lapangan kerja. Hasil kajian menunjukkan
bahwa 71 persen perempuan korban yang
diwawancarai bermasalah dengan kinerja mereka
di tempat kerja; 64 persen kehilangan kesempatan
untuk dipromosikan; 46 persen diancam di tempat
mereka bekerja; 20 persen
keluar dari pekerjaan; 18
persen melaporkan perso-
alannya kepada manajer
dan teman sekerjanya; 25
persen mengalami kecela-
kaan di tempat kerja dan
1 persen menderita luka
serius. Dengan demikian,
akibat kekerasan, maka
perempuan bekerja menderita luar biasa - hilangnya
pendapatan mereka. Jumlah terbesar anggaran
tahunan yang dikeluarkan akibat kekerasan dalam
rumah tangga menjadi dampak yang tak terbaharui
dalam kerja perempuan, yakni 707 juta euro atau
sekitar 30 persen dari total biaya dan diikuti oleh
dampak kehancuran kehidupan pribadi dan sosial
mereka (27%).

Siapa yang Membayar Lebih?

Meskipun perusahaan-perusahaan dan sektor publik
menanggung beban biaya akibat kekerasan dalam
rumah tangga, namun korbanlah yang memikul
beban paling berat. Mereka menyerap sekitar 34
persen dari total biaya, yaitu 1 milyar euro; yang
umumnya akibat dari  penderitaan dan biaya terkait
dengan belanja hidup sehari-hari mereka (196 juta
euro per tahun). W ilayah ini tampak sebagai
kekerasan gender dan korban dipaksa membayar
apa yang mereka tidak lakukan, ketika mereka
dicegah untuk memperoleh berbagai pelatihan yang

dibutuhkan oleh pasar kerja mereka. Dapat
dikatakan, bahwa persentasi tertinggi perempuan
tersebut harusnya bekerja namun tidak; sehingga
mereka tidak memiliki pendapatan. Bagi perempuan
pekerja, keadaannya semakin buruk ketika upah
mereka menurun akibat hari dan jam kerja mereka
berkurang. Selain itu, mereka juga tidak
mendapatkan bonus hasil produktivitas ataupun
peluang promosi. Penting diperhatikan bahwa 73
persen perempuan yang melapor kasusnya
menyatakan alasan kenapa mereka  tidak bisa
bercerai, karena ketergantungan ekonomis pada
suami mereka.

Di sisi lain, perempuan korban harus membayar
layanan fisik dan mental mereka (98 juta euro per
tahun); dampak kekerasan terhadap anak-anak
mereka (92 juta euro per tahun); biaya hukum (60,7
juta euro per tahun). Sektor publik, baik

pemerintahan pusat
maupun lokal membayar 42
persen dari total biaya -
diperkirakan 947 juta euro
per tahunnya - untuk
menyembuhkan dampak
kekerasan terhadap anak-
anak dan kesehatan
perempuan. Perusahaan-
perusahaan dan pekerja

membayar 385,3 juta euro per tahun, atau 16 persen
dari total biaya. Akhirnya, biaya yang harus
dikeluarkan oleh keluarga dan sanak saudara korban
sekitar 1 persen. Angka ini menjelaskan alasan
perlunya program perlindungan oleh negara.
Tambahan, berbagai program perlindungan dan
tindakan politis terhadap korban yang tersembunyi
- mayoritas terbesar . Biaya tak langsung atau
tersembunyi, bila akar persoalan munculnya
kekerasan dalam rumah tangga tidak dihapuskan,
yaitu persoalan yang menyerap sumberdaya
rumahtangga dan publik, maka menyebabkan
hilangnya harta benda korban dan kehancuran
pribadi dan masyarakat secara dramatis. (HG)

Sumber: Women’s Global
Network for Reproductive
Rights, Newsletter 82, 2004,
No. 2.

Meskipun per usahaan-
perusahaan dan sektor publik

menanggung beban biaya akibat
kekerasan dalam r umah tangga,
namun k orbanlah yang memikul

beban paling berat.
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Buruh Migran dan HIV/AIDS:
Sebuah Pengalaman P endampingan
Komunitas Buruh Migran
Oleh Swasti Sempulur*)

Buruh migr an adalah pekerjaan yang
digeluti or ang karena pertimbangan
minimnya kesempatan kerja yang ada di
dalam negeri atau negar a asal, sehingga
merek a harus mencari pekerjaan di luar
daer ahnya atau di luar negar a asal.
Karenanya muncul istilah pekerja migr an.

       ALAM TEORI migrasi Everet S. Lee, dijelaskan
     bahwa  keputusan untuk berpindah dari satu
tempat ke tempat lain merupakan konsekuensi
perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah
asal dan tujuan. Perpindahan ini terjadi karena
faktor pendorong ( push factor ) tempat asal dan
faktor penarik ( pull factor ) daerah tujuan.

Mengalirnya tenaga kerja Indonesia ke beberapa
negara tujuan kerja dapat dijelaskan dengan teori
tersebut, yaitu karena tekanan ekonomi dan
pengalaman orang yang berhasil bekerja di luar
negeri dan sempitnya lapangan kerja menjadi faktor
pendorong. Iming-iming gaji yang relatif tinggi,
kemudahan mencari kerja, kesempatan kerja yang
terbuka dan kemakmuran menjadi faktor penarik.

Sayangnya dinamika perkembangan buruh migran
ini tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan
pemerintah yang melindungi kepentingan mereka,
misalnya dalam proses migrasi, jaminan hukum
dalam bekerja di luar negeri, dan lain-lain. Demikian
pula kebijakan terhadap buruh migran di negara
tujuan kerja sangat merugikan keberadaan buruh
migran. CARAM ASIA, lembaga yang bekerja bagi
buruh migran mencatat berbagai kasus yang muncul
sebagai bentuk kerentanan buruh migran atas situasi
ini antara lain: kekerasan, penipuan oleh calo atau
yang mempekerjakan, penangkapan oleh pihak yang
berwajib, pemerasan, pelecehan seksual, jual beli
tenaga kerja ( trafficking ) dan sebagainya.

Situasi ini makin menjadi berat bagi buruh migran
ketika dikaitkan dengan penyebaran HIV/AIDS dan
penyakit menular seksual di negara tujuan. Dalam
kaitan ini, buruh migran terkena stigmatisasi sebagai
sumber penyebaran HIV/AIDS dan penyakit seksual
menular lainnya. Mengingat kecenderungan perilaku
seksual mereka yang berisiko, yaitu berganti-ganti
pasangan seksual dengan alasan-alasan tertentu,
tingkat penggunaan kondom yang rendah dan
lainnya. Dengan situasi ini, maka posisi buruh migran
kian terpinggirkan baik di negara tujuan maupun di
negara asalnya.

Yayasan Kembang sebagai LSM di Yogyakarta yang
bergerak dalam isu kesehatan seksual dan
reproduksi untuk buruh migran. Dalam penga-
lamannya melakukan pendampingan, Yayasan
Kembang menyimpulkan bahwa belum berjalannya
fungsi koordinatif antar instansi yang terkait dengan
BMI melahirkan permasalahan tersendiri bagi buruh
migran. Diawali dengan proses keberangkatan yang
tidak prosedural, mekanisme tes kesehatan yang
tidak memperhatikan hak-hak buruh migran. Hasil
pemeriksaan tidak disampaikan secara terbuka
kepada calon buruh migran. Begitu halnya dengan
dengan  pekerjaan, tempat kerja, gaji, jam kerja
yang tidak sesuai kontrak kerja dan perjanjian
penempatan kerja. P rosedur kepulangan yang tidak
terlepas dari berbagai pungutan liar yang sangat
merugikan mereka.

Kesehatan seksual dan reproduksi walaupun
keberadaannya sering diabaikan ternyata menjadi
masalah penting yang tidak disadari oleh buruh
migran. Minimnya akses informasi dan layanan
menjadi faktor kerentanan kesehatan seksual dan
reproduksi mereka. Padahal calon dan buruh migran
sebagian besar dalam usia produktif secara seksual.
Situasi di mana buruh migran memiliki pasangan
seksual dan pengelolaan dorongan seks sering
terlepas dari bagian pertimbangan mereka untuk

D
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bekerja di luar negeri. Diperkuat dengan keadaan
negara tempat bekerja yang relatif permisif dan
longgarnya kontrol sosial, maka memungkinkan
buruh migran untuk melakukan perilaku seks yang
tidak aman. Kondisi tersebut akan mengakibatkan
kerentanan mereka terhadap penularan berbagai
penyakit seksual menular.

Buruh migran perempuan lebih beresiko untuk
terinfeksi HIV/AIDS daripada buruh migran laki-laki
di negara tempat bekerja. Buruh migran laki-laki
dengan perilaku seks beresikonya dapat menularkan
HIV/AIDS kepada istrinya di rumah.

Pekerja migran pada dasarnya orang-orang yang
ingin melepaskan diri dari kondisi kemiskinan yang
menderanya maupun keluarganya, sehingga rela
meninggalkan orang-orang yang mereka cintai untuk
memperoleh penghidupan di tempat lain. Mengingat
kemungkinan kerja di Indonesia sangat terbatas,
apalagi setelah diterpa krisis ekonomi, maka
pilihannya ialah bekerja di luar negeri. P roses
peminggiran buruh migran di negara asal maupun
di negara tujuan bekerja selain berpengaruh
terhadap pelanggaran hak-hak buruh, secara
langsung ataupun tidak, memunculkan perma-
salahan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai
hal itu pada gilirannya mendorong munculnya
permasalahan baru.

Kerentanan terhadap P enyakit Menular
Seksual dan HIV/AIDS

Buruh migran biasanya pergi ke negara-negara
tujuan tanpa disertai pasangan seksualnya. Dan
kenyataannya, pada usia mereka (sebagian besar
mereka adalah remaja) kebutuhan seksual dan
keinginan untuk memperoleh pemuasan kebutuhan
itu sangat tinggi. Bila dibandingkan di kampung
halamannya, maka kebutuhan seksual dan keinginan
untuk memuaskannya masih sangat mungkin
diredam dengan nilai-nilai budaya dan mekanisme
pengawasan masyarakat yang berlaku di
masyarakatnya.

Di negara-negara tujuan mereka bekerja, nilai-nilai
budaya dan mekanisme kontrol sosial dengan
sendirinya mengendur sehingga apa yang tidak

dilakukan di kampung halamannya menjadi sangat
mungkin untuk dilakukan di tempat tinggal mereka
yang baru. Dalam konteks demikian, maka hubungan
seksual di antara mereka menjadi salah satu upaya
untuk pemenuhan kebutuhan seksual, di samping
berbagai macam alasan untuk survive. Pola
demikian menyebabkan kerentanan terhadap
berbagai penularan penyakit seksual. Kerentanan
ini makin tinggi manakala dikaitkan dengan
kenyataan bahwa akses informasi dan layanan
kesehatan sangat terbatas.

Resiko Penular an PMS dan HIV/AIDS

Dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS di Asia,
para buruh migran mempunyai resiko tertular
penyakit itu, karena biasanya mereka memiliki
pengetahuan yang terbatas tentang penularan HIV/
AIDS dan PMS. Pencegahan dan persepsi mereka
terhadap resiko itu umumnya rendah, termasuk
dalam penggunaan kondom. Sayangnya informasi
ini relatif terbatas dan dengan akses layanan
kesehatan terasa sulit bagi mereka karena berbagai
alasan, seperti ketidakmampuan berbahasa
setempat, kesalahpahaman budaya, mahalnya
beaya perawatan bagi warga asing dan status
keimigrasian, khususnya para buruh migran ilegal.
Berbagai faktor terkait, secara bersama-sama,
membuat para buruh migran menjadi rentan
terhadap penularan PMS dan HIV/AIDS. Oleh karena
itu, menjadi kebutuhan untuk menangani persoalan
buruh migran dengan mengembangkan program-
program kesehatan reproduksi dan seksual bagi
mereka.

Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia

Perubahan-perubahan kebutuhan seksual dan jaring-
an sosial baru yang melibatkan buruh migran mendo-
rong meningkatnya kerentanan terhadap penularan
PMS dan HIV/AIDS. Bahkan lebih buruk lagi bagi
buruh migran yang tidak terdokumentasi/illegal.
Terutama perempuan yang bekerja di sektor-sektor
ekonomi yang tidak banyak diminati oleh penduduk
setempat, seperti pekerjaan domestik. Dalam
bidang ini, majikan dengan mudah dapat melakukan
kekerasan kepada buruh migran karena tidak
memiliki status hukum yang sah sehingga mereka
tidak bisa mengadu ke polisi atau ke kedutaan besar.
Mereka menjadi orang-orang yang mudah untuk
diintimidasi dan diperlakukan secara kasar .



23Kalyanamedia |  Edisi I |  No. 4 Desember 2004

KESEHATAN PEREMPUAN

Sakit Kepala
dan Pengobatannya
Sakit kepala adalah suatu gejala yang sangat umum. Tidak
ada orang yang terbebas dari sakit kepala selama
hidupnya. P ada sebagian orang, ini dapat terjadi dengan
sering dan hebat. Yang lain hanya mengalami sakit kepala
yang ringan.

     AKIT KEPALA dapat terjadi karena ketegangan,
    yaitu  kontraksi  dari  serat  otot  di  sekitar
tengkorak. Ketegangan emosi, stres dan kegelisahan
sering dikaitkan dengan penyebab sakit kepala.
Terlalu banyak dan terlalu lama bekerja, kurang
beristirahat, cuaca panas, makanan yang tidak
cukup, suara bising, semua ini dapat membuat sakit
kepala.

Sakit kepala dapat dihilangkan dengan obat-obatan
analgesik. Aspirin, baik dalam bentuk cairan atau
tablet, juga baik. Karena aspirin sering membuat
rasa mual, lebih bagus ditelan setelah makan. P ada
umumnya aspirin cair lebih cepat kerjanya. Dosis
yang umum adalah tablet 2 x 300 mg, diulangi setiap
3 sampai 4 jam jika perlu. Alternatif lain adalah
paracetamol tablet 2 x 500 mg. Ini bisa didapat
dalam berbagai jenis dan sering disatukan dengan
kandungan lain. Kebanyakan orang mengetahui tab-
let yang cocok bagi mereka. Adalah lebih baik untuk
tidak berganti-ganti jenis obat yang diminum.

Pengobatan sederhana juga bisa efektif. K ompres
panas pada daerah yang nyeri dapat memperbaiki
suplai darah dan memperbaiki ketegangan otot.

S Bantal yang panas, selimut hangat atau alat-alat
serupa dapat membantu. Mengurut daerah yang
nyeri dengan perlahan pun dapat membuat rasa
enteng dan rileks. Jika dilakukan beberapa menit,
ini dapat menghilangkan ketegangan dan akhirnya
menyembuhkan sakit kepala. Suatu perawatan
sederhana dengan merendam kaki pada air hangat
dan menaruh kompres dingin di kepala meskipun
kuno juga dapat membantu.

Satu cara lain menghilangkan sakit kepala adalah li
shou, sebuah teknik Cina kuno. Cobalah
mengayunkan dengan cepat kedua lengan ke depan
dan belakang seakan Anda sedang jalan kaki cepat
sambil mengayunkan lengan. Tindakan ini berkhasiat
meningkatkan sirkulasi di lengan dan tangan,
menarik darah dari kepada dimana pembuluh darah
yang berdenyut menekan saraf cranial dan
menyebabkan sakit kepala. Baik untuk dicoba, tanpa
biaya dan tanpa zat kimia obat-obatan. (RF)

Sumber:
Knight, Dr. John F. Wanita Ciptaan Ajaib . Bandung: Indonesia
Publishing House, 1994.
Majalah Aura Edisi 31 Tahun VIII, 19-25 Agustus 2004.

Cukup banyak kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia yang dialami oleh buruh migran yang
berdampak pada kesehatan reproduksi dan
kesejateraan mereka. Banyak dari mereka yang
bekerja lebih dari 12 jam sehari; 7 hari dalam
seminggu dan tidak memperoleh makanan yang
sehat dan sebagainya. Berbagai macam kejadian
tragis yang menimpa buruh migran akhir-akhir ini
sebenarnya tidak perlu terjadi jika berbagai
konvensi internasional yang menyangkut status
mereka sebagai buruh diterapkan dengan sungguh-
sungguh di tiap negara baik di negara asal maupun

negara tujuan. Sayangnya, karena kemauan politik
pemerintah yang rendah dan pertimbangan
ekonomis semata, sedikit sekali negara yang mau
mengadopsi berbagai konvensi itu dalam kebijakan
perburuhannya, khususnya masalah kesehatan
reproduksi buruh migran.

*) Staf Yayasan Kembang, Yogyakarta
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Sumber Makanan
Pendongkrak Stamina P ekerja

         OLA MAKAN yang bijaksana dapat
meningkat-
       kan energi Anda," kata Nancy Clark, ahli gizi
dan penulis Clark’s Sport Nutrition and Guidebook .
Makanan adalah sumber energi, dan menambah
energi tinggi dalam makanan akan menjaga tubuh
tetap dalam keadaan prima. Ini artinya memilih
makanan yang tepat seperti di bawah ini.

Bayam

Sayuran hijau ini penuh dengan magnesium yang
penting bagi wanita, khususnya yang ingin
mengendurkan ketegangan. Wanita yang tidak
mengkonsumsi magnesium akan mudah merasa
lelah, karena magnesium sangat diperlukan untuk
mengubah karbohidrat menjadi energi. P ara ahli
merekomendasikan bayam dan makanan kaya mag-
nesium lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari.

Kacang-kacangan

Kekurangan zat besi adalah penyebab umum
keletihan, khususnya bagi orang yang sedikit
mengkonsumsi daging dan bekerja berat secara

fisik. Kacang-
kacangan dapat
menggantikan daging
sapi sebagai sumber
zat besi. Zat besi
penting sekali untuk
mengisi organ-organ
tubuh dan otot
dengan oksigen. Pe-
nambahan makanan
k a c a n g - k a c a n g a n
atau makanan kaya
protein dapat me-
nyembuhkan kele-
lahan, kelemahan

Apakah Anda selalu mer asa lelah setiap
kali habis kerja? Cobalah mengubah pola
makan Anda.

otot, dan kerentanan terhadap penyakit flu.

Ikan
Karbohidrat adalah bahan pokok dalam penghasilan
energi. Namun ketika digunakan otak untuk
berpikir dan memahami, karbohidrat tanpa pro-
tein akan menyebabkan Anda mengantuk. Inilah
mengapa ikan disebut sebagai makanan otak. Ikan
berprotein tinggi mengandung asam amino yang
disebut tirosin yang dapat membantu Anda tetap
berkonsentrasi di bawah ketegangan. Protein juga
penting dalam menjaga keprimaan otot. Tanpa
protein cukup, otot tidak dapat melentur dan
memulih dengan cepat setelah bekerja.

Nanas

Gula yang terkandung di dalam nanas dan buah-
buahan lain adalah bentuk dari karbohidrat yang
disarikan. Nanas juga menyuplai banyak potassium
yang membantu mempertahankan otot normal dan
fungsi saraf serta membantu mencegah pemanasan
tubuh yang berlebihan. Tidak seperti zat gizi lainnya,
potassium tidak disimpan oleh tubuh dalam jangka
waktu panjang dan dapat hilang dari tubuh melalui
keringat. Tanda-tanda yang menunjukkan
kekurangan potassium meliputi nyeri otot, detak
jantung tidak normal, refleks kurang, dan merasa
bingung. Meskipun nanas tidak menyembuhkan
gangguan kesehatan, ia dapat menjaga tubuh Anda
dengan energi.

Susu

Banyak wanita merasa lesu atau tidak nyaman
sebelum atau selama masa menstruasi. Riset
menyatakan bahwa makan makanan kaya kalsium,
seperti susu, dapat membantu. K elelahan, kelesuan,
dan ketegangan pulih kembali ketika makan lebih
banyak kalsium (kira-kira empat cangkir susu biasa
setiap hari). Kalsium dapat mengurangi kekejangan
selama dan sebelum menstruasi.(RF)

Sumber:
Luize, Dr. Audrey. Anda Merasa Lelah Setiap Habis Kerja?
Jakarta: dnet.net.id, 2004.
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Hak Reproduksi bagi P ekerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2003 yang disahk an dan
diundangk an pada 25 Maret 2003 memuat
beber apa pasal yang memuat ketentuan
tentang pekerja/buruh perempuan.

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang
dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Penjelasan:

Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini
adalah pengusaha. Apabila pekerja/buruh
perempuan yang dimaksud dalam ayat ini
dipekerjakan antara  pukul 23.00 sampai dengan
pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas
pelanggaran tersebut adalah pengusaha.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/
buruh perempuan hamil yang menurut keterangan
dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00 wajib:

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di
tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar
jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 81

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid
merasakan sakit dan memberitahukan kepada
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama
dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Pasal 82

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh
istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum
saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan
dokter kandungan atau bidan.

Penjelasan:

Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan
surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik
sebelum maupun setelah melahirkan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami
keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat
1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan
selama waktu kerja.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya
dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang
diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk
menyusui bayinya dengan memperhatikan
tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan perusahaan, yang diatur dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.

Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan waktu
istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
berhak mendapat upah penuh. (RF)
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Perempuan Puteri Bumi

Kutelusuri kembara ini yang tak pernah masuk
hitungan jari murid

sekolah dasar atau taman kanak-kanak
karena mana pernah orangtua
mana pernah ibu-bapak
mimpi anak puteri tercantiknya jadi babu dan

peniti busur bumi
disiksa duka

kutelusuri jalan ini karena aku mencintai hidup
tanpa menggugat kau

negeriku
karena kupilih hidup
akulah yang patut menjawab tantangannya
sedang tanah air sering seperti lelaki
sering seperti perempuan
begitu gampang lupa janji
kata cinta sering meluncur seperti kapuk ringan

mengapung di angkasa
atau seperti busa sungai seperti busa haluan kapal

kutelurusi kembara ini
kasihkupun memilih jalannya
seperti kupilih lelaki jadi suami ayah anakku
memang satu keajaiban
kita selalu cinta kampunghalaman
sama ajaibnya ketika aku memilih mencintai

suamiku
tanpa tagihan tanpa tuntutan

tapi tidakkah kau tanah air
tidakkah kau kampung halaman
adalah ibu yang mencintai anaknya
adalah juga perempuan rebutan
yang terlalu kolot
senantiasa tunduk pada lelaki
tanpa pemberontakan?

aku anakmu perempuan memang
terpaksa membabu
terpaksa mengembara
daripada hilang diri
daripada kehilangan keperempuanan
dan jadi kesed lelaki yang kutolak keras
aku perempuan Indonesia
perempuan hari ini
perempuan warga bumi
yang sanggup menampik

dukaku
lukaku
adalah duka dan

lukaku sendiri
tak kubagi

kepadamu
duka dan luka
yang tak lagi bisa

dihitung cipoa

aku bukan kau tanah air
bukan perempuan masa lalu
yang diam pasif menunggu

aku,
perempuan pelaga
penarung penakluk hari dan kelam
yang sanggup menampik tantangan
juga hinaan lelaki

maka kepada siapa saja kukatakan gagah dengan
kepala tegak mata

menyala:
aku memang babu
tapi kemanusiaan tak pernah kuhina
dan kau?
dan kalian?!
coba berapa kali kata kotor dan cerca kau hambur

kepadaku
sebelum akhirnya kau menggelepar menggapai-

gapai di kubangan kerbau
melenguh kepada langit ketika tubuhmu kian

tenggelam?

babu aku memang
babu yang melukis wajah negeri
babu aku memang
yang melukis wajah bumi
aku pun adalah puterinya
puteri bumi
yang melukis mencatat senja tengggelam
kau!

(Mega Vristian, Hongkong, 8 April 2004)
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Doa Solidaritas
Kami percaya pada kebaikan dan nilai-nilai

perempuan
Pada kekuatan dan kesediaan kami untuk

menangis
Kemampuan kami untuk saling mendukung

daripada menjadi saingan
Kehendak dan kemampuan kami untuk

menjalankan tugas
Kerohanian dan kejasmanian kami yang mengalir

bersama kehidupan, kelahiran dan kematian.

Kami menegaskan bahwa kisah perempuan
   sebagai kisah kemanusiaan :

pencari nafkah dan petani
pengasuh anak dan guru
pelopor dan penentu politik
penjahit dan pengada kain
pekerja di rumah maupun di pabrik-pabrik
orang tua
ahli ilmu pengetahuan
dokter
pekerja rumah tangga dan ekonomis
pemberi kehidupan dan pencipta seni serta
penggagas
pekerja tersembunyi di dalam rumah yang tak
dibayar
dan pekerja yang dibayar di luar rumah

Kami bersyukur bahwa kami berbeda-beda dan
memiliki macam-macam keahlian intuisi dan
pikiran.

Kami mengakui kegagalan kami,
kerapuhan kami,
ketidak sempurnaan kami

termasuk masa lampau kami
ketika menerima kekerasan dan ketidak adilan
dalam hal hubungan antara perempuan dan
laki-laki.

Kami memandang ke depan dalam iman dan
harapan,

dengan bekerja demi saat kami dan semua saudari
kami tak lagi cuma dicap secara semena-mena,
melainkan bebas dalam mempergunakan
anugerah-anugerah kami
dan membagikannya
demi kesejahteraan hidup manusia,

dan kami bekerja sampai kekerasan tersingkir ,
sehingga laki-laki maupun perempuan dapat

mencinta dan dicintai dan karya
serta kekayaan dunia dibagi secara adil.

Kami percaya bahwa masa depan tergantung pada
kami,

asalkan semua kekuatan, kebaikan, cinta,
perdamaian dan keadilan,
semua kekuatan kreatif alam semesta
bekerja sama dengan kami untuk mencapai
visi itu.

Semoga hal itu lekas terjadi. Amin.

(terjemahan bebas dari tulisan Ann Wansbrough,
Prayer of Solidarity )

Kemerdek aan
Kami bukan lagi
Sekedar melahirkan calon prajurit
Tapi kami sendiri adalah prajurit
Bukan sekedar istri pahlawan bangsa
Karena kami sendiri pahlawan bangsa

Dan ketika benteng-benteng jaman dihancurkan
Dan kaum pekerja bangkit berdiri di tanah air
Tak lagi kita sekedar menengok ke kubur
Membaca doa dan meratap bagi yang gugur
Kita pun bagian barisan terdepan

(Sugiarti, 1962)
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Pemutaran F ilm di STIBA-Internasional,
Ciputat

PADA SENIN, 1 November 2004, pukul 14.00 sampai
selesai, diadakan pemutaran fi lm produksi
Kalyanamitra “K etika Mata Jiwa Bicara” mengenai
incest (perkosaan ayah kandung), di STIBA-
Internasional, Ciputat, Tangerang. Pemutaran film
ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai kekerasan
terhadap perempuan. Diskusi berjalan menarik dan
efektif. Meskipun dilaksanakan pada bulan puasa,
tapi hal ini tidak mengurangi keaktifan peserta
diskusi. Berbagai pertanyaan dan komentar
dilontarkan berkaitan dengan persoalan kekerasan
terhadap perempuan, gender dan isi film sendiri.
Ini merupakan kali pertama Kalyanamitra beker-
jasama dengan kampus dalam penyelenggaraan
pemutaran film mengenai kekerasan terhadap
perempuan. Di masa yang akan datang, kerjasama
semacam ini akan ditingkatkan, mengingat
mahasiswa merupakan sumber daya potensial dalam
pengkampanyean isu kekerasan terhadap perem-
puan. (DY)

Menyikapi Fenomena P oligami

POLIGAMI SEBAGAI suatu bentuk kekerasan terhadap
perempuan belum banyak diangkat sebagai satu isu
perempuan yang serius. Lewat berbagai macam
kegiatan sosialisasi seperti semiloka, diskusi dan
sebagainya, poligami berusaha ditempatkan sebagai
salah satu isu strategis perempuan. Salah satu

kegiatan untuk sosialisasi anti poligami yaitu diskusi
bertema “Menyikapi Fenomena Poligami” yang
diselenggarakan Tim Relawan untuk Kemanusiaan
(TRK) dan Kalyanamitra pada 8 November 2004.
Bertempat di sekretariat Tim Relawan, Empang Tiga,
diskusi dipandu Lili Lestari (P rogram Manager
Advokasi Kalyanamitra) dengan narasumber Ibu
Musdah Mulia (Departemen Agama) dan Bapak Omar
dari LBH-APIK. Sayangnya ibu Musdah berhalangan
hadir sehingga lebih banyak pembicaraan mengenai
poligami dari sudut hukum. (DY)

Analisa dan Evaluasi Perlindungan HAM
bagi Tenaga K erja

DEPARTEMEN HUKUM dan HAM RI bekerjasama
dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
mengadakan sebuah penelitian mengenai analisa
dan evaluasi perlindungan hak asasi manusia bagi
tenaga kerja berdasarkan UU No.13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan
selama bulan Mei hingga November 2004 di propinsi
Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Nusa
Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut disimpulkan bahwa UU No.13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan sudah dilaksanakan di
berbagai daerah meskipun sosialisasinya masih terus
berlanjut sehubungan dengan peraturan
pelaksanaan dari ketentuan yang dimaksud.
Kesimpulan kedua adalah bahwa pekerja di sektor
informal pada umumnya sudah memahami hak-hak
asasinya, bahkan di beberapa daerah ketentuan
tentang hak asasi pekerja sudah dapat terlaksana
dengan baik, dalam arti pihak pekerja dapat
merasakan hak-hak dasarnya sebagai pekerja, yaitu
kesempatan dan perlakuan yang sama dalam
hubungan kerja, tidak ada diskriminasi antara buruh
perempuan dan laki-laki. (SN)

Belajar dari Kemenangan P erempuan
Australia

PADA TANGGAL 16 November 2004, anggota
parlemen hasil pemilu federal Australia 9 Oktober
2004 mulai menduduki kursinya. Ada 37 (24,7%)
perempuan di antara 150 anggota House of
Representative (Majelis Rendah) yang terpilih, tidak
jauh beda dengan Pemilu Federal 2001 yang
menempatkan 38 (25,3%) perempuan. Selain itu ada
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27 (35,5%) senator perempuan dari 76 anggota
Senat (Majelis Tinggi) yang akan menempati
kursinya mulai 1 Juli 2005. Persentase ini lebih
tinggi dibandingkan dengan Pemilu Federal 2001,
dengan 22 (28,9%) senator perempuan saja.
Jumlah ini di atas angka patokan internasional yang
minimal 30 persen. Di Indonesia, setelah 9%
perempuan di DPR hasil Pemilu 1999, ada sedikit
kemajuan dengan 11,9% perempuan hasil pemilu
2004. Kemajuan menggembirakan, tetapi
mengkhawatirkan pada momentum transisi
demokrasi yang layaknya memberi landasan pijak
kokoh bagi partisipasi perempuan di politik. Jika
dan hanya jika partai politik memiliki komitmen
kemajuan perempuan di parlemen, tuntutan akan
berbuah positif. Inilah titik lemah Indonesia.
kelemahan basis dukungan tampak dari rendahnya
komitmen partai politik pemenang kursi DPR RI
yang menempatkan wakil perempuan. Tidak ada
salahnya Indonesia memulai penguatan daya
dukung partai politik, dikombinasikan dengan
keberlangsungan tuntutan yang dapat berperan
ganda sebagai pemberi dukungan dari luar partai
untuk mencetak kemenangan perempuan di
parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen
tidak hanya bermakna keterwakilan simbolik,
tetapi juga substantif demi sensitivitas,
responsivitas kebutuhan dan kepentingan
perempuan, selain memperjuangkan kepentingan
umum. (Kurniawati Hastuti Dewi, Kompas, 29
Nopember 2004)

Strategi Pengar usutamaan Gender IL O

ILO MENERBITKAN dokumen
Strategi Pengarusutamaan Jender
(Gender Mainstreaming Strategy/
GSM) untuk mengembangkan
pendekatan strategis terhadap
kesetaraan jender yang dikaitkan

dengan prioritas-prioritas pembangunan lain melalui
proses pengarusutamaan jender yang
memungkinkan laki-laki dan perempuan secara
jelas diintegrasikan ke dalam pengembangan
agenda pembangunan dan intervensi ILO dan
mitra-mitra sosialnya. Kerangka aksi GSM bagi tiga
bidang pencapaian utama yaitu memperkuat
mekanisme ILO untuk pengarusutamaan jender,
memperkuat konstituen ILO mengenai masalah
kesetaraan jender, dan mengembangkan program
model untuk pengarusutamaan jender . Adapun

kegiatan yang telah dilakukan ILO Jakarta antara
lain Lokakarya Tripartie Nasional tentang pelecehan
di tempat kerja, pertemuan teknis mengenai
Penyusunan Panduan tentang kesetaraan
kesempatan kerja untuk praktek-praktek
ketenagakerjaan dan kodifikasi hukum, serta
Lokakarya Konsultasi dengan mitra kunci tentang
perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari
kerja paksa dan perdagangan. (SM)

Perempuan Juga Manusia Merdek a

KAULAN PEREMPUAN mengada-
kan kampanye 16 hari Anti
Kekerasan terhadap Perempu-
an. Rangkaian kegiatan dimulai
pada 25 November 2004 seba-

gai Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan, dan berakhir pada 10 Desember 2004
sebagai Hari Peringatan Deklarasi Hak Asasi
Manusia. Secara khusus aksi ini bertujuan untuk
mensosialisasikan pentingnya UU No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Acara yang diselenggarakan antara
lain konferensi pers “P erempuan Juga Manusia
Merdeka”, diskusi dan pemutaran film, dialog
dengan kaum miskin kota, pelajar , nelayan,
penyandang cacat, buruh, pekerja rumah tangga
dan komunitas buta huruf serta aksi bersama
dengan lembaga-lembaga yang menangani isu Hak
Asasi Manusia. (RF)

Diskusi HIV/AIDS

SEBUAH DISKUSI tentang HIV/AIDS dilakukan di
komunitas ibu-ibu sekolah Perempuan Ciliwung
dalam rangka hari AIDS dunia yang diperingati 1
Desember. Diskusi ini menghadirkan dua
narasumber yaitu Baby Jim Adhitya (Aktivis Peduli
HIV/AIDS) dan Astuti Liestyaningrum (Aktivis LBH
Apik Jakarta). Dalam diskusi ini disampaikan bahwa
AIDS adalah salah satu dampak dari kekerasan
seksual. Dijelaskan pula beberapa penjelasan
tentang gejala, penularan dan pencegahan AIDS.
Dengan penjelasan yang sederhana dan mengena
diharapkan masyarakat dapat bersikap lebh bijak
terhadap penderita HIV/AIDS. (IH/LS)
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Peringatan Hari AIDS Inter nasional di
Istana Negara

RASA HARU menyelimuti peringatan Hari AIDS
Internasional di Istana Negara Jakarta ketika salah
seorang penderita AIDS menuturkan pengalaman
hidupnya. “Saya sesungguhnya ingin sekolah, tapi
karena orang tua saya tidak mampu saya dikeluarkan
dari sekolah. Saat berusia 13 tahun saya dibawa ke
Jakarta oleh Bapak saya, dijual ke salah satu germo
untuk dijadikan pekerja seks. Selama saya bekerja
saya tidak pernah memperoleh upah. Saya ingin
keluar tapi tidak tahu pada siapa saya harus minta
tolong. Harapan saya kepada bapak yang ada di sini.
Kasihanilah, kami hanya salah satu korban.” Selain
dihadiri para aktivis AIDS, peringatan itu juga
dihadiri Menko Kesra Alwi Shihab dan Menneg
Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono.
(Kedaulatan Rakyat, 4 Desember 2004)

Yap Thiam Hien Award untuk Sumarsih

PADA 10 Desember 2004
dewan juri Yap Thiam Hien
Award memberikan peng-
hargaan kepada Sumarsih,
ibunda dari Wawan (Ber-
nardinus Realino Norma
Irmawan) seorang mahasis-
wa yang meninggal karena
terkena peluru tajam

aparat keamanan dalam peristiwa Semanggi I 13
Nopember 1998. Wawan gugur di saat ia tengah
melibatkan diri sebagai relawan kemanusiaan
menolong para korban tragedi yang telah
merenggut nyawa sejumlah mahasiswa dan warga
masyarakat lainnya. Menurut catatan dewan juri,
dalam memper-juangkan kebenaran, Sumarsih
telah melakukan aktivitas unjuk rasa dan
pertemuan jaringan keluarga korban, seminar ,
diskusi, talkshow dan sebagainya. Apa yang
dilakukan oleh Sumarsih ini semata-mata untuk
adanya penyelesaian secara tuntas terhadap kasus-
kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan untuk
mencegah terulangnya tindakan semacam itu di
masa yang akan datang. Suatu perjuangan
perempuan yang patut untuk kita tiru. (RF)

Lokakarya Persiapan Sidang K omisi
HAM PBB Ke-61

TAHUN 2005 Indonesia terpilih menjadi Ketua Sidang
Komisi HAM PBB ke-61 yang akan dilaksanakan Maret
2005. Hal ini merupakan peluang sekaligus
tantangan bagi perlindungan HAM di Indonesia. Oleh
karena itu Human Rights Working Group (HRWG)
melaksanakan lokakarya untuk menyusun dokumen-
dokumen yang perlu dipersiapkan untuk sidang
tersebut. Lokakarya ini dihadiri oleh beberapa ornop
dari berbagai sektor baik bantuan hukum, HAM
secara umum, sektor lingkungan, anak, perempuan,
masyarakat adat, dan sebagainya. Salah satu isu
yang diangkat adalah Kekerasan terhadap
Perempuan. Dalam written statement dan oral
intervention yang akan disampaikan dalam sidang,
isu kekerasan terhadap perempuan memfokuskan
pada isu perempuan di wilayah konflik terutama
Aceh dan Papua serta kekerasan dalam rumah
tangga dan perdagangan perempuan. Melalui
laporan yang disampaikan diharapkan Komisi HAM
PBB dapat menekan Indonesia untuk segera
melaksanakan rekomendasi yang disebutkan. (SN)

Nawal El-Saadawi Ikut Pemilu Mesir 2005

PENGARANG PEREMPUAN dari Mesir, Nawal El-
Saadawi, mengatakan ia akan bertarung
memperebutkan kursi kepresidenan dalam
pemilihan umum (pemilu) Mesir 2005. Apabila apa
yang dikatakannya benar terjadi maka ia adalah
kandidat presiden perempuan pertama dalam
sejarah Mesir. Pengarang yang dikenal lewat
bukunya Perempuan di Titik Nol  ini telah banyak
menghabiskan waktunya di penjara dan
penyensoran. “Saya akan maju dalam pemilu tidak
untuk menang tetapi untuk menyadarkan rakyat
Mesir untuk terus maju menghadapi isu-isu seperti
pemberantasan korupsi dan kolonialisme.” Tahun
2005 Yayasan Kalyanamitra akan menerbitkan
terjemahan kumpulan esai-esai Nawal El-Saadawi
berjudul Pergolakan Pemikiran dan Politik
Perempuan. (Republika, 10 Desember 2004)

Pernyataan Sik ap SPEK-HAM Solo

SOLIDARITAS PEREMPUAN untuk Kemanusiaan dan
Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo, mengeluarkan
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pernyataan sikap atas Aksi yang dilakukan oleh
Aliansi Muslim Anti Korupsi (AMAK) ke Kejaksaan
Negeri (Kejari) pada 13 Desember 2004 untuk
menyikapi dan meminta keseriusan Kejari dalam
mengungkap berbagai kasus korupsi di Kota Solo.
Pasalnya dalam aksi ini dilakukan pemberian pakaian
dalam perempuan kepada Kejari yang dilakukan oleh
AMAK. Menurut pandangan dan pendapat SPEK-HAM
Solo, pemberian pakaian dalam perempuan adalah
salah satu bentuk stereotype /simbolisasi yang
melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah,
tidak memiliki kemampuan, kurang berperan
penting didalam masyarakat dan sebagainya.
Pandangan yang sangat dikotomis seperti ini
menandakan satu pola pikir masyarakat yang masih
patriarkis yang masih membedakan posisi/ peran
antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai
ketidakadilan. Berdasar hal tersebut, pemberian
pakaian dalam perempuan oleh AMAK merupakan
satu tindakan yang sangat diskriminatif dan
cenderung tidak menghargai peran perempuan.
Perempuan masih dipandang sebagai kelompok yang
lemah, tidak memiliki kemampuan serta kurang
berperan di dalam masyarakat.  Berangkat dari
berbagai hal tersebut, SPEK-HAM Solo menyatakan
sikap:
1. Menyayangkan pemberian pakaian dalam

perempuan oleh AMAK kepada Kejari karena hal
ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi
terhadap perempuan

2.  Meminta kepada seluruh elemen masyarakat
untuk tidak lagi menggunakan perempuan
sebagai sebuah simbol/ kelompok yang lemah
dalam setiap aksi-aksinya

3.  Meminta kepada seluruh elemen masyarakat
(baik laki-laki maupun perempuan) untuk
bersatu mendukung serta mengawasi proses
penanganan kasus korupsi baik di Kejaksaan
maupun Kepolisian

(Milis Perempuan, 14 Desember 2004)

Pemerintah L arang Promosi Susu 0-1
Tahun

PEMERINTAH  AKAN segera mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) tentang pemasaran susu formula.
Dalam PP tersebut susu formula untuk usia 0-1 tahun
tidak boleh lagi dipromosikan di media cetak
maupun elektronik. Demikian dikatakan Dirjen Bina
Kesehatan Masyarakat Depkes Azrul Azwar kepada

wartawan PADA 13 Desember 2004 di Jakarta.
Menurut Azrul, PP itu merupakan upaya melindungi
ibu dan bayi dari serangan promosi susu formula
yang berlebihan. "Bagaimanapun ASI tidak bisa
digantikan oleh apa pun juga. Larangan promosi
tersebut sekaligus menganjurkan para ibu untuk
memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada
bayinya tanpa pemberian makanan tambahan apa
pun." Rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) bahwa ibu wajib memberikan ASI eksklusif
kepada bayinya selama 6 bulan penuh. PP itu
merupakan kelanjutan dari P ermenkes 237/97 yang
dinilai kurang menggigit dan tidak cocok lagi di era
desentralisasi. Sementara untuk menjadi UU butuh
waktu lama, maka ditempuhlah cara dengan
pembentukan PP. ( Media Indonesia, 15 Desember
2004)

Kejahatan Seksual di Sumbar Mening-
kat 50%

DATA  POLDA Sumatera Barat tentang kasus
kejahatan seksual pada 2004 terjadi peningkatan
yang signifikan. Tampaknya arus gerakan menjaga
falsafah Minang dan gerakan kembali ke surau, serta
pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11
Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Maksiat belum menuai hasil. Yang terjadi malah
sebaliknya. Kasus-kasus kejahatan seksual di Sumbar
dari tahun ke tahun terus meningkat. P eningkatan
yang signifikan terjadi dua tahun terakhir , yakni
sebesar 50%. Hal ini diakui Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat (Humas) Polda Sumbar Ajun Komisaris
Besar (AKB) Arum Priyono. Pada 2001, kata Arum,
kasus kejahatan seksual yang ditangani Polda
Sumbar 64 kasus. Setahun kemudian menjadi 68
kasus, 102 kasus pada 2003 dan tahun ini menjadi
154 kasus. Namun, pada dua tahun terakhir yang
paling menonjol kasus kejahatan seksual ini adalah
perkosaan. Dari 154 kasus itu, 42 kasus di antaranya
perkosaan. Sedangkan tahun 2003 ditemukan 25
kasus. Itu artinya ada kenaikan tahun ini sekitar 17
kasus. Kasus perkosaan paling banyak menimpa anak
di bawah umur. Dari analisa polisi, kejahatan ini
dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban.
"Seluruh lokasi kejahatan perkosaan dilakukan di
rumah korban dan pelaku," ujar Arum. (Media
Indonesia, 24 Desember 2004)
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Sejarah Pergerak an
Buruh Indonesia

Perger akan buruh di Indonesia penuh
dengan liku-liku sejar ah yang panjang dan
melelahk an. Beber apa tonggak sejar ah
besar dan berpengaruh ter angkum dalam
tulisan ini. Namun, masa panjang perju-
angan perger akan buruh Indonesia belum
berakhir ...

1878
Muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang
dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di
Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai
organisasi golongan yang hanya menampung kulit
putih.

1879
Lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap
(NIOG), Serikat Pekerja Guru Belanda.

1905
Lahir Serikat Pekerja Pos (Pos Bond).

1906
Lahir Serikat Pekerja Perkebunan (Cultuur Bond)
dan Serikat Pekerja Gula ( Zuiker Bond).

1907
Lahir Serikat Pegawai Pemerintah.

1908
Lahir Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP)
dipimpin oleh Semaoen.

1909
Pada 26 September di kalangan Tionghoa di Jakarta
dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan
Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah
nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang
kemudian menjadi inti dari Federasi Kaoem Boeroeh
Tionghoa.

1911
Lahir Perkumpulan Bumi Putra Pabean (PBPP).

1912
Lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bergerak di
bidang perekonomian dan perdagangan, Serikat
Islam sebagai serikat buruh kaum pribumi dan
Persatuan Guru Bantu (PGB).

1913
Lahir Serikat Pekerja Kereta Api (Spoor Bond).

1914
Lahir Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra
(PPPB).

1915
Lahir Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (Partikulir)
/ (SPPP).

1916
Lahir Serikat Pekerja Opium Regie Bond (ORB).

1917
Lahir Serikat Pekerja Pabrik Gula.

1918
Pada bulan Agustus lahir PFB (Personeel Fabriek
Bond) yang beranggotakan buruh tetap,
Perkumpulan Tani dan koperasi yang kemudian lazim
disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli

Re
pr

o
. J

ak
ar

ta
 T

em
po

 D
oe

lo
e/

J
. V

rie
s

Kereta api dari Stasiun Gambir k e arah Sawah
Besar sedang melintasi W ilhelmina P ark (Istiqlal).
Pada zaman k olonial Belanda telah dibentuk
Serikat Pekerja Kereta Api.
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kenceng atau pemilik tanah yang disewa pabrik,
serta Perserikatan Kaum Buruh Umum (PKBO) yang
beranggotakan buruh musiman. Ketiga perhimpunan
itu diketuai Suryopranoto yang juga menyebut
dirinya sebagai komandan Tentara Buruh Adidarmo.

1919
Lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB)
dipimpin oleh Semaoen.

1920
Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di
seluruh Jawa. Dari jumlah itu 28 pemogokan terjadi
pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi
4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain
terjadi dalam masa giling (dari bulan Mei sampai
Oktober) dengan pemogokan terdiri dari 20.716
orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling
biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan
pengusaha yang dianggap tidak adil dan sewenang-
wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar
terdiri dari tukang yang berperan penting dalam
menjalankan proses produksi di pabrik gula.
Pemogokan dalam musim giling biasanya dilakukan
atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis.
Gerakan telah dipersiapkan sehingga meskipun
pemogok yang terdiri dari buruh tetap hanya men-

capai 1.997 orang tetapi mereka mampu
memimpin sejumlah besar buruh musiman (7.584
orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik (11.135
orang).

1920
Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB)
mogok kerja, menuntut majikan supaya mau me-
ngakui keberadaan Serikat Pekerja mereka.

1921
Harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah
jajahannya jatuh di pasaran dunia. P emodal Belanda
yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa
harus menekan ongkos produksi secara besar-
besaran, diantaranya adalah dengan memangkas
upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu
memicu pergolakan aksi buruh.
Pemerintah mengaktifkan kantor P engawasan
Perburuhan yang berada dibawah Departemen
Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat
mengawasi pergerakan serikat buruh dan

Berapa Jumlah Bur uh Indonesia?
       ARI BADAN Pusat Statistik, untuk tahun 2001 diperoleh data tentang Angkatan Kerja Indonesia
      sebanyak  98.812.448 orang. Mereka tersebar di kota sebanyak 40.555.637 orang dan di desa
sebanyak 58.258.611 orang.

Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Di dalam
pengertian ini mencakup mereka yang dianggap sudah mampu bekerja. Termasuk di dalam pengertian
ini pengangguran, mahasiswa, sektor informal dan buruh. Jadi, buruh hanya salah satu komponen
saja di dalam pengertian angkatan kerja.

Untuk jumlah buruh saja, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, ada sebanyak 31.847.950 or-
ang. Yang dimaksud buruh adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/
perusahaan dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Jadi pengertian ini tidak hanya mencakup buruh di sektor swasta tapi juga para pegawai negeri,
guru, pegawai BUMN serta pembantu rumah tangga. Mereka ini tersebar tidak merata di seluruh
Indonesia. Jumlah terbesar terdapat di Jawa Timur yaitu sebanyak 6.286.165 orang, disusul Jawa
Barat yaitu 6.044.924 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 5.761.089 orang. (RF)

Sumber: Lembur, Edisi I, Maret 2004
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mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan
hukum baru menyangkut perburuhan.

1922
Para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi
mogok kerja, menuntut perbaikan nasib.
PPKB dan Revolutionaire V akcentrale berhasil
membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan
Vakbond Hindia).

1923
Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka
kala itu kurang berhasil. P emerintah kolonial
melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan
kaum pekerja dan segera dikeluarkan Undang-
Undang tentang larangan mogok kerja (artikel 161
bis Buku Hukum Pidana) tanggal 10 Mei 1923.
Serikat Pekerja Kereta Api dan Trem-Vereniging van
Spoor en Trem Personeel (VSTP) menjadi anggota
Gabungan Serikat Pekerja International yaitu
International Federation of T rade Union (IFTU) yang
bermarkas besar di Moskow Rusia.
Revolutionaire Vakcentrale  membangun hubungan
dengan Profintern  (Red International Labour Union )
dan menjadi anggotanya.

1924
Pada bulan Juni Serikat Pekerja Indonesia bersama-
sama Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang dan

Tiongkok di undang untuk menghadiri Konferensi
Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton. Dengan
demikian keberadaan dan kehidupan Serikat
Pekerja di samping Iebih erat menjalin hubungan
kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja
Internasional, juga lebih memperkuat posisi.

1926
PVH (Persatuan Vakbond Hindia) berakhir akibat dari
kegagalan aksi politik PKI yang disusul penangkapan
besar-besaran terhadap aktivis RV.
1930
Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan
oleh pemerintah kolonial, dicurigai turut aktif dalam
kegiatan perjuangan kebangsaan.

1932
Lahir dua organisasi Serikat Pekerja, yaitu P ersatuan
Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) dan Persatuan
Serikat Pekerja Indonesia (PSPI), yang didirikan oleh
dr. Soetomo.

1937
Direktur Intemasional Labour Organization  (ILO),
Harold B. Butle berkunjung ke Indonesia pada bulan
Oktober untuk memperoleh informasi tentang
perkembangan kehidupan perburuhan di Indonesia
yang akan dijadikan bahan laporan dalam Konfrensi
ILO.

1938

Buruh di Perkotaan Indonesia
     URVEI SOSIAL Ekonomi Nasional (Susenas) adalah salah satu survei rumah tangga yang diseleng-
     garakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Susenas 2003 menunjukkan bahwa hampir setengah (49,28%) dari jumlah pekerja Indonesia di
perkotaan yang berumur 10 tahun ke atas memiliki pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/
pekerja dibayar. Bahkan di beberapa propinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua) jumlahnya melebihi 50% populasi
pekerja di perkotaan.

Di wilayah pedesaan, jumlah buruh/karyawan/pekerja dibayar yang berumur 10 tahun ke atas hanya
berjumlah 16,62%. Sedangkan secara nasional (perkotaan dan pedesaan) persentase buruh/karyawan/
pekerja dibayar yang berumur 10 tahun ke atas adalah 29,13%. (RF)

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat , 2003
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Lahir gerakan politik yang bekerja sama dengan
gerakan serikat pekerja untuk bersama-sama
melindungi dan membebaskan hak-hak dan kepen-
tingan pekerja, memberantas pengangguran,
mengantisipasi tantangan industrialisasi yang
menggusur lapangan usaha kerajinan rakyat.

1940
Pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi
Regeling Arberdsverhouding (ORA), suatu peraturan
yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan
kaum pekerja di perusahaan-perusahan swasta
(partikelir).

1945
Pada 15 September lahir sebuah organisasi massa
buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia).
BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudah-
kan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh.
Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang
dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah P ar-
tai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menun-
taskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan
tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk
Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk
kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita
(BBW).

1946
BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh
Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan

struktur GASBI keluar dan membentuk GASBV
(Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada
bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin
dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur
menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh
Indonesia).

1948
SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat
perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian
Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil
kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya.
Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948,
SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian
Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari
HISSBI (Himpunan Serikat-serikat buruh Indonesia)
karena perbedaan garis politik.

1957
Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai
kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya
ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-
orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai
golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan
Perancang Nasional. Anggota Dewan ini 77 orang,
dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/
pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI,RKS dan dua orang
dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung,

Yayasan KalyanamitraYayasan KalyanamitraYayasan KalyanamitraYayasan KalyanamitraYayasan Kalyanamitra

Turut berduk acita yang sedalam-dalamnya
atas terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami
yang menimpa saudara-saudara
di Aceh dan Sumatera Utara

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberik an ketabahan dan k esabaran
kepada merek a. Amin.

Yayasan Kalyanamitra
Jl. Kaca Jendela II No . 9
Rawajati - Kalibata Jakarta 12750
Telp. (021) 7902109, Fax. (021) 7902112
Email. ykm@indo.net.id
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duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI
dan KBKI.

1973
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan
sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui
pemerintah.

1990
Pada bulan November serikat buruh independen per-
tama dibentuk dengan nama Serikat Buruh Merdeka
Setia Kawan (SBM-SK) di bawah kepemimpinan HJC.
Princen. Karena adanya konflik internal dan tekanan
pemerintah, serikat ini berhenti beraktivitas.

1992
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) didirikan
pada 25 April oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi
yang mengadakan “pertemuan buruh nasional” di
Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar 100 buruh dari
18 propinsi. SBSI mendapat dukungan dari
Abdurrahman Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI) dan
Asmara Nababan. Mochtar Pakpahan, seorang
lawyer  buruh dari Medan menjadi Sekjen SBSI.

1993
Pada 14 Juni, 7 buruh pabrik udang, PT. Tambaksari
Jalmorejo di Medan di-PHK karena menjadi anggota
SBSI. Kongres SBSI yang sedianya diselenggarakan
pada 29 Juli tidak mendapat ijin pemerintah.

1994
Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional
mengajukan pengaduan resmi terhadap Indonesia
ke Organisasi Buruh Internasional, ILO. Mereka
menuduh pemerintah menolak hak pekerja untuk
membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka
sendiri, mengganggu organisasi pekerja independen,
dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan
standar ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak
untuk tawar-menawar kolektif.
Serikat buruh independen ketiga, Pusat Perjuangan
Buruh Indonesia (PPBI), lahir pada bulan Oktober.
Permohonan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI) untuk didaftar sebagai serikat pekerja
kembali ditolak pada bulan November . Departemen
Tenaga Kerja juga menghalangi niat SBSI untuk
mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai
organisasi sosial di bawah Undang-undang
Keormasan. Pemerintah menganggap SBSI tidak sah.

1995
Struktur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI),
dengan 13 federasi serikat pekerja sektoralnya
berubah dari kesatuan (sentralisasi) menjadi
federasi (desentralisasi) dengan nama Federasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Ke-13
sektor industrinya didaftar sebagai serikat pekerja
nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-
satunya federasi serikat pekerja yang diakui oleh
Departe-men Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja
menyata-kan bahwa serikat pekerja yang dibentuk
harus berafil iasi dengan SPSI, dan bahwa
pemerintah tidak akan mengakui setiap serikat
pekerja di luar federasi.

1996
PPBI membantu mengorganisasi demo buruh pada
bulan Juli di Surabaya. Dengan partisipasi sekira
15.000 buruh dari 10 pabrik, demo ini barangkali
merupakan demonstrasi terbesar di  masa Orde
Baru.

1998
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diakui oleh
pemerintah. K etuanya, Mochtar Pakpahan, dibebas-
kan pada bulan Mei setelah beberapa tahun
mendekam di penjara.

2000
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh disahkan di Jakarta pada 4
Agustus oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

2003
Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang
merupakan gabungan dari 12 organisasi serikat
pekerja melaksanakan kongres pendirian pada
bulan Januari di Jakarta.

2004
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang
bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi Buruh
Migran Indonesia di tingkat nasioanal maupun
internasional dideklarasikan di Semarang pada
tanggal 10 Juli.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI) Sumatera Utara mendapat kehormatan
menjadi tuan rumah kongres World Federation
of Clerical Workers  (WFCW) pada 1-4 November.
WFCW beranggotakan 70 negara Asia, Afrika,
Eropa dan Amerika, merupakan federasi dari
World Confederation of Labour  (WCL), organisasi
buruh dunia yang terkuat. (DY, RF, SN)

Disarikan dari berbagai sumber
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Mengenal Teknologi Infor masi
Lebih Dek at

        udahnya, teknologi informasi ialah teknologi
        yang digunakan untuk menyimpan, mengha-
silkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi.
Informasi yang dimaksudkan mencakup numerik
seperti angka, audio dan teks, dan citra seperti
gambar dan sandi.

Yang termasuk golongan teknologi informasi meli-
puti:
- Telekomunikasi
- Sistem komunikasi optik
- Sistem pita video dan cakram video
- Komputer, termasuk visi komputer , lingkungan data

dan sistem pakar
- Mikrobentuk
- Komunikasi suara dengan bantuan komputer
- Jaringan kerja data
- Suara elektronik
- Videoteks dan teleteks

Manfaat Teknologi Informasi

Membicarakan manfaat teknologi ini, maka hampir
sebagian kehidupan kita dikelilingi oleh teknologi
informasi baik yang sederhana maupun yang
canggih. Contoh, saat kita ingin menyampaikan
pesan yang sangat penting di tempat berjauhan.
Tak terbayangkan bila informasi tersebut harus kita
sampaikan dengan pesan di daun lontar atau dikirim
melalui burung merpati pos. Saat ini, penggunaan
telepon sangat memudahkan kita untuk
menyampaikan informasi sepenting apapun dalam
waktu yang singkat. Belum lagi teknologi
telekomunikasi ini berkembang menjadi telepon
genggam yang fungsinya pun makin beragam.

Di bidang pendidikan atau pekerjaan pun peran
teknologi ini tidak bisa kita hindarkan. Misalnya,
kita tidak mungkin mengecek jumlah siswa yang
masuk dari tahun ke tahun hanya dengan catatan
di buku tahunan saja. Tentu komputer akan
mengambil peran dalam bidang ini. Begitupun
dengan pekerjaan, nyaris sesederhana apapun

Pada kehidupan sehari-hari kita sering menemuk an istilah teknologi informasi.
Apakah teknologi informasi itu?

pekerjaan kita rasanya lebih efisien jika kita
menggunakan komputer.

Bentuk-bentuk teknologi informasi dalam keseharian
kita:
- Bidang telekomunikasi, melahirkan telepon dengan

berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam
- Kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa dari

daerah lain dengan mudah melalui media radio
dan televisi

- Tersedianya media perekam dalam bentuk cakram
optik yang biasa kita kenal dengan sebutan CD
(compact disk)

- Saat ini kehadiran internet mempermudah kita
memperoleh informasi apapun dari belahan dunia
mana saja, hanya dengan duduk di depan
komputer kita dapat menjelajah ke mana saja

Manfaat Teknologi Informasi di Dunia
Perpustak aan

Perpustakaan dengan berbagai ciri khas dan
kemampuannya dalam mengelola informasi memiliki
beberapa alasan sebelum menggunakan teknologi
berbasis komputer. Beberapa alasan yang diguna-
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Penggunaan komputer di sebuah
perpustakaan kampus
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- Memudahkan tukar-menukar informasi dalam
bentuk data.

- Salinan data atau informasi yang dibuat dapat
diseragamkan sehingga memudahkan pengguna
lainnya (user friendly)

- Penyajian informasi dan data dapat dibuat
semenarik mungkin

- Pengguna dapat belajar dan mencari sendiri
informasi yang dibutuhkan dengan bantuan
komputer

Dampak Penggunaan Teknologi Informasi

Selain keuntungan yang dapat diperoleh, pengguna-
an teknologi informasi di beberapa perpustakaan
dapat menimbulkan masalah seperti:
- Penggunaan komputer yang bertujuan untuk

memperingan dan mempercepat pekerjaan, di sisi
lain bisa menimbulkan pengangguran, karena
beban pekerjaan semakin berkurang dengan
adanya komputer

- Adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk
kepentingan pribadi. K emudahan pengelolaan
informasi dalam bentuk pangkalan data memberi
peluang untuk memindahkan data yang tadinya
milik pribadi atau rahasia dapat diakses oleh orang
lain.

- Perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit
diwujudkan. Sebuah karya atau kumpulan data
dapat dengan mudah dikopi dan dimiliki oleh orang
lain tanpa seizin pemilik informasi tersebut.
Terlebih jika tujuannya digunakan untuk mencari
keuntungan pribadi.

- Ketergantungan pada komputer menimbulkan
kelemahan bila listrik mati atau komputer
terserang virus,  maka data tidak dapat diakses

- Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam
menguasai teknologi dapat menimbulkan kendala
dan memunculkan anggapan bahwa teknologi
justru menghambat pekerjaan

Tentu tidak tiap perpustakaan harus memiliki
komputer atau menerapkan teknologi informasi
dalam pengelolaannya. Semua tergantung pada
kemampuan perpustakaan itu sendiri dalam
mengembangkan sistem pengelolaan informasinya.
Pengelolaan secara tradisional masih dimungkinkan
bila sumber daya manusia atau dana belum
mencukupi untuk menunjang penerapan teknologi
informasi.

Pada intinya besar tidaknya perpustakaan bukan
diukur dari peralatan yang dimiliki, melainkan dari
kandungan informasi yang dimiliki dan bagaimana
pengelolaannya sehingga memudahkan pengguna
untuk memperoleh informasi sekecil dan dalam
bentuk apapun. (DN)

Sumber: Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Petugas perpustak aan melakuk an pemindahan
materi buku dari bentuk cetak k e bentuk
elektronik
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kan oleh perpustakaan untuk
menggunakan komputer:
- Ledakan informasi yang makin mem-

banjiri dunia saat ini membutuhkan
pengelolaan yang lebih sistematis

- Akses terhadap informasi semakin
tinggi, kebutuhan pengguna untuk
mencari atau menemukan kembali
informasi lebih mudah jika meng-
gunakan komputer

- Efisiensi pekerjaan. Dengan adanya
komputer di perpustakaan membantu
pekerjaan menjadi lebih cepat.
Pencatatan buku-buku baru serta
pengolahan akan lebih mudah jika
disimpan dalam berkas komputer.
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Arti Penting Pendokumentasian
     OKUMENTASI SANGAT diperlukan bagi individu
    maupun lembaga atau usaha-usaha lainnya.
Beberapa hal yang penting untuk didokumentasikan
antara kegiatan individu tentu saja berbeda dengan
kegiatan perkantoran atau usaha lainnya. Untuk
kegiatan individu cukup dengan catatan harian, foto
atau surat-surat penting yang disimpan dalam
sebuah tempat tersendiri.

Ketika pertama kali masuk kerja di sebuah kantor
asing yang memberikan dana untuk kegiatan
individu, saya diminta oleh sekretaris kantor itu
untuk membantu mencari  berkas lamaran seseorang
yang sudah lebih dari satu tahun diterima. ia
memperlihatkan tumpukan berkas lamaran yang
diletakkan di lantai kantor . Saya bingung harus dari
mana mencarinya karena dari ratusan berkas itu
tidak tersusun. Entah bulan atau tahunnya, semua
bercampur jadi satu.

Satu persatu saya kumpulkan berdasarkan tahun.
Kemudian dari yang sudah tersusun tahunnya saya
mulai menyusun berdasarkan bulan. Dari susunan
itu saya agak mudah mencari apa yang dibutuhkan
dan  mulai melakukan kerja dengan
pendokumentasian berkas-berkas lamaran yang
hampir setiap hari datang dari berbagai kota dan
pulau. Semula dari dokumentasi berdasarkan tahun
hanya didapat 5 bundel karena memang hanya 5
tahun berjalan. P erkembangan selanjutnya ketika
direktur akan mencari berkas lamaran dari P alu dan
Jayapura, kembali saya menemukan kesulitan
mencari karena informasi bulan dan tahunnya tidak
jelas. Dari situ saya kembali berpikir untuk
mendokumentasikan berdasarkan lokasi, meskipun
hal ini memerlukan tempat yang agak luas
dibandingkan dengan pendokumentasian per tahun,
tapi akhirnya ditemukan pendokumentasian yang
lebih mudah temu kembalinya.

Kasus di atas menunjukkan pentingnya
pendokumentasian yang baik. Kita ambil contoh bagi
kegiatan individu. Seorang remaja yang rajin
menulis catatan hariannya, dia akan mudah mencari
hal penting yang akan memudahkan dia untuk suatu
hal yang tak terduga. Misalnya, meminjamkan uang
kepada seseorang. Ketika menagih, si peminjam
tidak mengakuinya. Dokumentasi pribadi
menunjukkan kebenaran karena adanya catatan

tanggal dan jumlah pinjamannya. Oleh karena itu,
di kemudian hari catatan harian itu merupakan
dokumentasi diri yang tak ternilai harganya.

Seorang ibu rumah tangga juga perlu mendokumen-
tasikan semua surat penting mulai dari urusan
kependudukan, kepemilikan tanah, surat-surat
berharga dan sebagainya. Sementara untuk
perkantoran, tentu akan lebih banyak lagi bahan
yang harus didokumentasikan, misalnya akte
notaris, susunan pengurus, rencana kerja, peraturan
tata tertib harian dan lain sebagainya. Jika
dokumen-dokumen itu tersimpan dengan rapi dan
baik tentu di masa yang akan datang akan lebih
mudah mencari meskipun ada pergantian jabatan
dengan orang yang baru. Sejarah perkantoran itu
mudah dilacak, tidak hilang sekali pun berganti-
ganti kepengurusannya.

Untuk data karyawan, ada beberapa jenis
pendokumentasian. Ada yang menyiapkan file
tersendiri untuk seorang karyawan mulai dari surat
lamaran, surat panggilan wawancara/tes sampai
daftar absen, bahkan sampai dengan ciri-ciri tubuh,
golongan darah dan kelengkapan data lainnya.
Namun, ada juga yang memisahkan data karyawan
sebatas curriculum vitae  dan absensi, sedang
lainnya dido-kumentasikan tersendiri. Dari
kumpulan dokumen itu sebaiknya diatur menurut
abjad untuk lebih memudahkan menemukan
dokumen yang kita cari.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pen-
dokumentasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan
masing-masing lembaga ataupun individu. (SM)
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Mencari Alter natif
Ekonomi Rakyat

Judul : Gerakan Ekonomi Perempuan
  sebagai Basis Ekonomi Rakyat:
  Sebuah Refleksi Pengalaman
  Lapang

Penulis : Nunuk P. Murniati dkk.
Penerbit : Bina Rena Pariwara, Jakarta,

  2001, Cetakan 1
Tebal : xxiii + 110 halaman

BUKU INI ditulis atas dasar
pengalaman perempuan dalam
melaksanakan kegiatan ekonomi.
Pengalaman perempuan di bidang
ekonomi sektor riil menjadi awal
cerita buku ini. Dimulai ketika
sekelompok perempuan yang
mempunyai usaha ekonomi dan
bertugas sebagai pendamping
perempuan melakukan usaha
kecil, berkumpul. Cerita yang

berasal dari berbagai daerah di Indonesia tentang
pengalaman berbagai usaha ekonomi ini adalah
masukan pengetahuan yang sangat
mencengangkan. Kaum perempuan yang
melakukan usaha ekonomi dalam skala modal kecil
dan berkeuntungan kecil justru tetap bertahan
untuk melanjutkan hidup keluarganya. Dengan
pengalaman hidup itu, mereka menjadi peka
terhadap situasi ekonomi di tingkat bawah.

Perkembangan budaya yang patriarkhis telah
menciptakan cara berpikir dikotomis, yaitu dua hal
berbeda yang dinilai dan dipertentangkan. Dalam
kehidupan ekonomi dikenal pekerjaan publik dan
pekerjaan domestik. P ekerjaan publik diberi arti
pekerjaan di luar rumah, diberi nilai ekonomi dan
disebut penghasilan. Sedangkan pekerjaan
domestik, pekerjaan dalam rumah atau keluarga,
tidak di beri nilai ekonomi. Jadi, walaupun
menghasilkan benda atau jasa untuk kebutuhan
hidup tidak ada nilai ekonominya, bahkan diakui
sebagai pekerjaan produksi pun tidak. Akibatnya,
kaum perempuan yang diberi bagian bekerja di
sektor domestik dianggap tidak melakukan
pekerjaan produktif. Kaum perempuan makin
tersingkir dari fungsi ekonomi ketika masyarakat
membagi tugas berdasarkan jenis kelamin. Kaum

perempuan dari masyarakat tingkat bawah
nampak gigih bekerja untuk menyambung hidup.

Dalam buku ini juga di ceritakan, bahwa dalam
dasawarsa 80-an organisasi perempuan (LSM)
muncul dengan fokus tertentu merespon persoalan
perempuan, misalnya sebagian LSM memulai
aktivitasnya dengan memilih program pengem-
bangan ekonomi sebagai fokus dan pintu masuk.
Berbagai program seperti peningkatan pendapatan,
pemberian kredit atau pengembangan kegiatan
simpan pinjam serta pendampingan pada kelompok-
kelompok perempuan dilaksanakan dalam rangka
pengembangan ekonomi perempuan.

Pengalaman PERSEPSI, PPSW dan PEKERTI
memperlihatkan beberapa persamaan dalam hal
strategi dan pendekatan, kegiatan serta dinamika
dan persoalan yang dihadapi baik di tingkat lembaga
maupun di tingkat kelompok perempuan dan
masyarakat yang didampingi. PERSEPSI dan PPSW
memilih pendekatan program khusus perempuan
dalam rangka memaksimalkan pengembangan
kemampuan diri dengan memanfaatkan sumber
daya program yang tersedia. PEKERTI mengem-
bangkan model komponen perempuan dalam
program umum. Namun kegiatan yang dikembang-
kan oleh ketiga lembaga memiliki persamaan, yaitu
difokuskan pada pengembangan ekonomi dalam
rangka kemandirian perempuan, berbagai pelatihan
yang berkaitan dengan aspek teknis dan manajerial
usaha serta pengadaan sumber modal alternatif
melalui kegiatan simpan pinjam dilakukan untuk
membantu perempuan pelaku ekonomi makro oleh
lembaga.

Kelompok masyarakat yang didampingi oleh
PERSEPSI dan PPSW adalah perempuan dari lapis
ekonomi lemah yang ada di pedesaan dan daerah
kumuh serta pinggiran kota besar. Sedangkan
PEKERTI mendampingi kelompok pengrajin
perempuan dan laki-laki yang umumnya
terkonsentrasi di daerah pedesaan. Kelompok
perempuan yang didampingi merupakan pelaku

>> k e halaman 43
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Pemberdayaan P erempuan
Mengentask an Kemiskinan
Judul : Kemiskinan, Perempuan dan

  Pemberdayaaan
Penulis : Prof. Dr. Loekman Soetrisno
Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, 1997
Tebal : 198 halaman

KUMPULAN ARTIKEL Loekman
Soetrisno ini merupakan hasil
pemikirannya dalam melihat
p e r s o a l a n - p e r s o a l a n
kemiskinan, ketidakadilan
gender dan ketidakberdayaan
masyarakat dari perspektif
sosiologis.Terdapat tiga
bagian besar, yang kemudian
menjadi judul besar buku ini:
Kemiskinan, Perempuan, dan
Pemberdayaan. Bagian
pertama mengulas tentang

pengentasan kemiskinan, bagian kedua membahas
tentang sosok perempuan, bagaimana peran dan
masalahnya dan ketiga mengenai pemberdayaan
massa rakyat.

Loekman Soetrisno menyampaikan dan mengajak
pembaca untuk memahami orang miskin dan
mengapa terjadi kemiskinan. P andangan stereotipe
bahwa orang miskin itu pemalas dan tidak hemat
dibantah oleh Loekman. Ia berpendapat
ketidakberuntungan orang miskin itu hendaknya
diletakkan pada konteks yang lebih luas, seperti
model pembangunan yang dianut negara,
ketidakadilan yang mengendap dalam sistem-
struktur dan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi-
politik yang tidak berpihak pada si lemah dan miskin.
Dalam upaya pengentasannya, menurut Loekman,
pemerintah harus membuat kebijakan yang terpadu.
Artinya, diperlukan kebijakan yang bersifat
ekonomis dan non-ekonomis seperti kemudahan
memperoleh KTP atau memberikan hak ulayat bagi
suku asli di pedalaman. Usaha memberantas
kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah
melainkan tugas masyarakat luas, seperti kelompok
Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pengusaha.
Loekman menempatkan pendidikan sebagai media
untuk mengangkat manusia dari ketertinggalan

termasuk kemiskinan. Pendidikan dinilainya sebagai
upaya mobilitas sosial dalam mencapai kehidupan
yang lebih baik. Selain pendidikan, kelompok pers
juga memiliki peranan besar dalam memobilisasi
masyarakat untuk mendukung gerakan nasional
memberantas kemiskinan. Penelitian juga demikian.
Perlu pendekatan multi-displin dalam melihat
kemiskinan sehingga pemerintah dapat terbantu
mencari solusi yang tepat dalam mengatasi
persoalan itu. Industrialisasi ternyata tidak memberi
solusi bagi kemiskinan. Justru yang paling banyak
menyerap tenaga kerja dan pengangguran adalah
sektor self employed (membuka kesempatan kerja
untuk diri sendiri). Ini paradigma rakyat yang
berpotensi menanggulangi kemiskinan di perkotaan.
Tanpa membutuhkan modal besar dan keterampilan
khusus, orang dapat bekerja untuk menghidupi
kehidupannya.

Di pedesaan juga terjadi kemiskinan. Ini disebabkan
oleh lokasi yang terpencil dan terasing dari akses
ekonomi dan politik. Untuk penanggulangannya,
menurut Loekman, pemerintah perlu melakukan
pengembangan wilayah terpencil melalui
pembangunan in situ baik dari segi fasilitas maupun
sumber daya manusianya. Kebijakan Pakto 27 juga
dinilai membantu masyarakat pedesaan untuk
mendapatkan akses pinjaman ke bank. Pakto 27
adalah kebijakan keuangan/moneter dan perbankan
pemerintah Indonesia untuk menderegulasi pendi-
rian bank di Indonesia sehingga dapat dijangkau oleh
rakyat pedesaan.

Di bagian kedua, Loekman menampilkan sosok
perempuan beserta peran dan masalah-masalahnya.
Perempuan sebagai bagian terbesar dari kelompok
miskin di Indonesia ternyata memiliki potensi besar
dalam proses pembangunan di Indonesia. Di
Indonesia, profil perempuan era 80-an hingga kini
digambarkan sebagai manusia yang harus hidup
dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan
dituntut untuk berperan di semua sektor , namun di
lain sisi  muncul tuntutan agar perempuan tidak
melupakan “kodrat”nya sebagai perempuan.
Tuntutan demikian membuat perempuan memikul
beban yang berat (double burden) . Kodrat ialah
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Di satu sisi, perempuan dituntut
untuk berperan di semua sektor ,

namun di lain sisi  muncul
tuntutan agar perempuan tidak
melupak an “k odrat”nya sebagai
perempuan. T untutan demikian
membuat perempuan memikul

beban yang berat (double
burden) .

peran perempuan yang dikonstruksi oleh sosial-
budaya masyarakat Indonesia. Kodrat dibiaskan
maknanya menjadi suatu yang menempel pada
perempuan dan menjadi citra diri perempuan. Citra
tersebut akhirnya oleh pemerintah dilembagakan
dalam program pembangunan. Ada lima tugas utama
perempuan (Panca Tugas Perempuan), yakni: (1)
sebagai pendamping suami, (2) sebagai pendidik
generasi muda, (3) sebagai pengatur rumah tangga,
(4) sebagai tenaga kerja, dan (5) sebagai anggota
organisasi masyarakat.

Dalam realitas kehidupan, Loekman melihat
ternyata “kodrat” bukan
nilai yang mereka hayati.
Peran ganda bukan hal
yang baru. Sejak kecil
mereka terdidik untuk
mampu bertahan hidup
dan menghidupi
keluarganya dengan
bekerja. P emba-ngunan
( i n d u s t r i a l i s a s i )
memiskinkan mereka,
mesin dan tenaga kerja
terampil menyingkirkan
tenaga mereka dari peker-
jaan mereka.

Dalam dunia kerja, hampir sebagian besar
perempuan masih kurang memiliki keterampilan.
Lagi pula mereka dibatasi oleh nilai-nilai kultural

mengenai jenis
pekerjaan yang
boleh digeluti.
Berbeda dengan
kaum lelaki
yang bebas
memperoleh

pekerjaan dan pendidikan untuk menunjang
pekerja-annya. Padahal perempuan khu-susnya
perem-puan pedesaan yang miskin merupakan
tenaga kerja utama, sama dengan laki-laki dalam
keluarga mereka. Pada kenyataannya, perempuan
selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan.
Kemiskinan, menurut Loekman, penyebab
terjadinya kekerasan terhadap perempuan di
lingkup rumah tangga maupun di jalanan.

Di bagian terakhir buku ini, Loekman memaparkan
bagaimana membangun manusia Indonesia yang
berkualitas, kuat mental ideologisnya dan memiliki
budaya terbaik ( excellent ).  Menurutnya, manusia
Indonesia kini umumnya memiliki budaya
mediokritas, yaitu budaya yang berorientasi pada

kepuasan hasil yang tidak
maksimal atau kelas dua
dan takut bersaing.
Dengan membangun
manusia Indonesia baru
dan penerapan strategi
pemberda-yaan sumber
daya manusia yang tepat,
maka Indonesia diharapkan
dapat menuju perubahan
dunia ke depan yang penuh
persaingan.

Tulisan-tulisan dalam buku
ini berasal dari makalah-makalah Loekman Soetris-
no hasil seminar dan diskusi yang diselenggarakan
di berbagai universitas dan direktorat
pemerintahan yang dikumpulkan, kemu-dian ditata
hingga menjadi kesatuan yang saling terkait.
Substansi pemikiran-pemikiran Loekman dalam
buku ini saling berkaitan. Namun, di bagian akhir
buku ini yang memaparkan tentang pemberdayaan
dan pembangunan manusia Indonesia, terkesan
lepas dari bagian kedua yang memaparkan tentang
sosok perempuan. Upaya pemberdayaan kaum
perempuan yang diakui sebagai bagian dari tenaga
kerja Indonesia tidak tergali lebih dalam. P adahal,
kalau kita lihat judul besar buku ini dan sampul
depan yang menampilkan sketsa sosok perempuan
tua, berkebaya, wajah murung dan tampak
“miskin”, di bawahnya tertera judul dengan huruf
kapital tebal: K emiskinan, Perempuan dan
Pemberdayaan; pembaca seperti saya tentu
tergelit ik untuk membaca lebih jauh soal
perempuannya daripada sekadar membaca
pendahuluannya. (LL)
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Mencari Alternatif Ekonomi Rakyat
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kegiatan ekonomi dengan mengembangkan berbagai
jenis usaha skala mikro seperti warung, pengolahan
makanan, pertanian, peternakan, perikanan dan
kerajinan.

Belajar dari sejarah, paradigma dapat dirubah de-

Mimpi Buruk :
Kemiskinan dan Bunuh Diri
   ELUM USAI kita diusik dengan pesta pora
     pemilihan umum langsung anggota DPR, DPRD,
DPD dan presiden Indonesia, bagai geledek di siang
bolong kita dikejutkan oleh berita yang
memilubirukan hati. Seorang ibu tengah hamil 5
bulan di Desa Putat, Kampung Cidawolong-Cirebon,
Jumat 17 Desember 2004, nekat membakar diri
bersama dua anaknya. Berita bunuh diri ini
menghiasi halaman depan beberapa surat kabar
terkemuka di Indonesia, tabloid dan media
elektronika. Jasih (30 tahun), bersama dua anaknya
Galang (7 tahun) dan Galuh (4,5 tahun), secara
berani mengakhiri hidupnya. Sebelum membakar
diri, Jasih sempat menulis surat untuk suaminya.
Ada apa dengan gejala ini?

Kisah kelam kemanusiaan macam ini bila rajin kita
simak, amati dan dengarkan melalui bisik-bisik
tetangga, maka di Jakarta saja sudah banyak
terjadi. Sayangnya, banyak kasus ini tidak termuat
koran atau media publikasi lainnya. Media kurang
memuatnya mungkin karena si pelaku bukanlah
orang terkenal, bintang film dan sejenisnya. Mereka
bukan pula warga negara kelas satu di negeri ini.
Mereka bahkan bukan penduduk resmi suatu rukun
tetangga alias kaum gelandangan. Tentu kisah
mereka bukan barang menarik untuk dikabarkan ke
masyarakat luas apalagi menjadi bahan omongan
tingkat tinggi para elit politik. Apalah artinya Jasih
dan kedua anaknya bagi negara Republik Indonesia?

Benar kata seorang teman. Sekejam-kejamnya ibu
tiri, maka lebih kejam pemerintah Indonesia yang
manipulatif dan korup. P emerintahan yang

memakmurkan diri pribadi, keluarga dan
kelompok-kelompoknya. Pemerintahan yang
menggadaikan tanah air dan orang-orang di
atasnya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Masalah Jasih, sebetulnya sangat sederhana. Ia tidak
punya uang. Mengapa orang tidak punya uang?
Karena tidak bekerja! Mengapa orang tidak punya
kerja? Karena tidak ada lapangan kerja. Siapa yang
bertanggungjawab dengan penyediaan lapangan
kerja di Indonesia? Negara dan pemerintahannya!
Apakah kini negara menyediakan lapangan kerja?
Jawabnya: tidak! Kalau harus rakyat yang
menciptakan lapangan kerja sendiri-sendiri; untuk
apa ada negara dan pemerintah? Untuk apa semua
lembaga yang mengatasnamakan rakyat itu ada?

Penderitaan Jasih dan keluarganya adalah potret
buram kemiskinan yang melanda Indonesia saat ini.
Kemiskinan itu tak perlu kita cari jauh-jauh, karena
di depan mata kita persoalan itu menggunung. K ita
pun bagian darinya. Jasih dan keluarganya tidak lagi
menjadi tuan dan puan di negerinya sendiri. Mungkin
ia hanya nisan yang tak punya makna. Jasih dan
keluarganya tidak sendiri mengalami mimpi-mimpi
buruk di negeri ini. K ita perih menyaksikan kisah
sedih itu. Namun Jasih, dengan membakar diri
bersama kedua anaknya, menunjuk hidung betapa
tak berperikemanusiaannya penguasa yang
membiarkan kemiskinan dan kebodohan merajalela
di negeri ini. membiarkan mimpi buruk menghantui
kita dari generasi ke generasi. Jasih, kau pahlawan
sejati! (HG)

ngan arus gerakan kemauan rakyat yang kuat.
Kekuatan ekonomi rakyat yang sekarang ada di
masyarakat akan menjadi gerakan apabila produksi,
konsumsi dan distribusi dilakukan oleh dan untuk
rakyat sendiri. K egiatan ekonomi yang dilakukan
oleh kaum perempuan di tingkat masyarakat bawah
merupakan kekuatan basis bagi perekonomian
rakyat Indonesia. (NE)

B



Buku-buku terbit an Kalyanamitra:

1. Asal Usul Keluarga: Kepemilikan Pribadi
dan Negara
(Frederick Engels) Rp. 30,000,-

2. Bila Perkosaan T erjadi
(Kalyanamitra) Rp.   5,000,-

3. Gerakan Perempuan di Amerika Latin
(editor: Jane S. Jaquette) Rp. 40,000,-

4. Hak Reproduktif Antara Kontrol dan
Perlawanan
(Sita Aripurnami) Rp.   8,000,-

5. Ibunda
(Maxim Gorky) Rp. 50,000,-

6. Kaum Perempuan dan S trategi
Ekonomi Internasional
(Mariarosa & Giovanna FD. Costa) Rp. 20,000,-

7. Kuntilanak W angi
(Saskia Wieringa) Rp.   8,000,-

8. Reproduksi dan Perjuangan Feminis
(Sylvia Frederici) Rp. 10,000,-

kalyanamitrakalyanamitrakalyanamitrakalyanamitrakalyanamitra
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEREMPUAN
WOMEN’S COMMUNICATION AND INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Yayasan Kalyanamitra
Jl. Kaca Jendela II No. 9
Rawajati - Kalibata, Jakarta 12750
Telp. : 021-7902109
Fax. : 021-7902112
Email : ykm@indo.net.id

VCD Menguak Kekerasan dalam Rumah T angga

Film produksi Kalyanamitra yang diangkat dari kisah nyata.
Berkisah tentang perjalanan hidup seorang perempuan.
Dalam perkawinan pertamanya ia mengalami kekerasan
demi kekerasan. Akhirnya ia memutuskan bercerai.

Rp. 10.000,-

VCD Ketika Mata Jiwa Bicara

Film produksi Kalyanamitra yang diangkat dari kisah nyata.
Berkisah tentang perjalanan hidup seorang korban
perkosaan oleh ayah kandungnya (incest). Ketika Mata Jiwa
Bicara memaknai sebuah semangat perlawanan atas
ketidakadilan.

Rp. 10.000,-


